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Dalam rangka meningkatkan daya saing kepemudaan, pemerintah daerah berperan penting melalui program pembinaan dan pengembangan potensi pemuda. Kota Dumai sebagai daerah berkembang membutuhkan generasi muda yang berkualitas dan mampu bersaing. Oleh karena itu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai melaksanakan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebagai upaya membekali pemuda dengan keterampilan, wawasan, serta semangat inovasi. Beberapa gejala masalah yang ditemukan pada pelaksanaan program ini yaitu: (1) Terdapatnya penyebaran informasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan masih bersifat terbatas (2) Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Berdasarkan gejala masalah diatas penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai?”.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III (Raviansyah et al., 2022) yang meliputi empat indikator utama yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang berjumlah 11 orang dengan Teknik penggambilan sampel menggunakan Teknik Purposive Sampling serta peserta Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.yang berjumlah 520 orang, penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga diperoleh 84 Responden dengan Teknik penggambilan sampel Probability sampling dengan metode simple random sampling. dengan jumlah responden sebanyak 95 orang. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan     melalui   observasi,   kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan Analisis  statistik deskriptif dengan pengukuran skala Likert.
Hasil penelitian dari 4 indikator menunjukkan bahwa implementasi program secara keseluruhan memperoleh skor 2.635 dari rentang skor 1.900–2.660 dengan persentase sebesar 77,04% yang dikategorikan CUKUP BAIK. Faktor pendukung keberhasilan Implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan adalah Struktur Birokrasi dan Disposisi. Sedangkan faktor penghambat terdapat pada Sumber Daya dan Komunikasi.
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A. [bookmark: _Toc205550301]Latar Belakang Masalah
Saat ini, dinamika global dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Pemuda sebagai aset bangsa memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan negara. Dengan jumlah yang besar dan potensi yang luar biasa, pemuda Indonesia memiliki peran penting sebagai agen perubahan (agent of change), kontrol sosial, dan kekuatan moral dalam masyarakat.
Generasi muda Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional di tengah dinamika global yang terus berubah. Tantangan-tantangan ini hadir seiring dengan harapan besar yang disematkan kepada mereka sebagai tulang punggung masa depan bangsa dalam mencapai visi besar “Indonesia Emas 2045”, yaitu Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera pada usia kemerdekaannya yang ke-100 tahun. Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, generasi muda dituntut tidak hanya memiliki kualitas intelektual yang tinggi, tetapi juga ketangguhan mental, keterampilan abad ke-21, dan kepekaan sosial yang kuat.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan strategi dan sinergi lintas sektor yang komprehensif. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang berpihak kepada pembangunan pemuda, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, perluasan akses terhadap teknologi, hingga penciptaan ekosistem kewirausahaan pemuda yang inklusif. 
Menuju tahun 2045, Indonesia membutuhkan generasi emas yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing global. Generasi muda harus siap menjadi pemimpin masa depan yang mampu membawa bangsa ini ke arah kemajuan yang berkelanjutan. Peran aktif generasi muda dalam membangun negeri akan menentukan apakah visi Indonesia Emas 2045 dapat benar-benar tercapai atau hanya menjadi mimpi belaka. Oleh karena itu, investasi terhadap pengembangan generasi muda saat ini adalah kunci utama keberhasilan masa depan bangsa.
Kondisi ini mendorong pentingnya peran pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda. Salah satu upaya tersebut dapat diwujudkan melalui program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang dilaksanakan oleh instansi terkait, seperti Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di tingkat daerah. Program ini tidak hanya meiliki tujuan untuk membekali pemuda dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kreativitas.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
Negara telah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kepemudaan melalui pembentukan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pemuda, serta peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan potensi pemuda secara maksimal. Dalam konteks Indonesia, implementasi program kepemudaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menekankan pentingnya pemberdayaan pemuda dalam berbagai sektor. Pemerintah daerah, sesuai kewenangannya, memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan program-program strategis yang menyentuh aspek pendidikan, keterampilan, kewirausahaan, dan kepemimpinan pemuda.
Program kepemudaan merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk membina, memberdayakan, serta mengembangkan potensi pemuda agar menjadi individu yang berkualitas dan berdaya saing. Implementasi program kepemudaan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif, di mana pemuda diposisikan sebagai mitra aktif dalam pembangunan.
Kota Dumai merupakan salah satu kota berkembang di Provinsi Riau yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah pesisir dan pintu gerbang perdagangan internasional. Dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang cukup pesat, Dumai menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam membina dan mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, khususnya generasi muda.
Di Kota Dumai, keberadaan pemuda menjadi salah satu potensi yang sangat penting untuk dikembangkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas serta daya saing pemuda. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan Kepemudaan, yang menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman, berkarakter, berdaya saing, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Dengan adanya regulasi ini, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan diharapkan dapat terimplementasi secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan.
Adapun Visi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yaitu “Terwujudnya Pemuda dan Insan Olahraga yang Sehat, Berprestasi dan Terwujudnya Kota Dumai sebagai Kota Wisata yang Berbudaya".
Adapun misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai adalah:
1. Mewujudkan insan pemuda yang unggul terampil dan sejahtera.
2. Mewujudkan insan olahraga yang berprestasi, mampu bersaing dan sejahtera.
3. Mewujudkan peningkatan kunjungan wisata dan peningkatan kesejahteraan pelaku dan masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata.
Dilihat dari poin satu dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata kota Dumai bertujuan untuk menciptakan insan pemuda unggul terampil dan sejahtera, yaitu pemuda yang memiliki kompetensi tinggi, berkarakter kuat, dan mampu bersaing di era globalisasi, sehingga dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi masyarakat dan kota Dumai
[bookmark: _Hlk197695301]Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tergolong tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan Olahraga dan bidang Pariwisata.
[bookmark: _Hlk197695329]Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain: 
1. Pembinaan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program dibidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. 
2. Perumusan kebijaksanaan dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan peluasan kerja, pelatihan dan produktivitas pelayanan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan urusan Tata Usaha, Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan. 
3. Pengoordinasian kewenangan bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang dikerjasamakan dengan Daerah Kabupaten/Kota Lain dan Provinsi; dan
4. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.
Dilihat dari poin nomor 2 menjelaskan bahwa dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai memiliki wewenang yang berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pelaksanaan program di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
Operasional Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021-2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 6 (enam) Program, dalam Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:
1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota  
2. Program pengembangangan kapasitas daya saing kepemudaan  
3. Program pengembangangan kapasitas daya saing keolahragaan 
4. Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata
5. Program pemasaran pariwisata 
6. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Salah satu program kepemudaan olahraga dan pariwisata di Kota Dumai pada bidang kepemudaan adalah Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan di Kota Dumai, salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan potensi generasi muda agar mampu bersaing secara positif dalam dunia kerja, kewirausahaan, dan berbagai bidang pembangunan lainnya, baik di tingkat lokal maupun nasional. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada dasarnya bertujuan untuk mengubah kondisi pemuda yang semula hanya menjadi peserta kegiatan secara pasif, menjadi individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan bersaing dalam berbagai bidang. Pengembangan ini dilakukan dari kondisi awal pemuda yang masih terbatas dalam akses pelatihan, minim wawasan kewirausahaan, kepemimpinan, dan kreativitas, menjadi pemuda yang lebih mandiri, inovatif, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan adanya program ini, perubahan yang diharapkan bukan hanya sekadar peningkatan partisipasi, tetapi juga transformasi kualitas sumber daya pemuda dari yang belum terarah menjadi lebih produktif, kompetitif, dan berdaya saing.
Adapun Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan Kota Dumai Tahun 2022-2024 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Bidang Kepemudaan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini:
Tabel I.1
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Kota Dumai Tahun 2022-2024
	Kegiatan program
	Jumlah peserta
	Kategori peserta
	Keterangan 

	
	2022
	2023
	2024
	
	

	Paskibraka
	30
	30
	-
	Pemuda Terpilih
	Meningkatkan disiplin dan nasionalisme pemuda

	Marchingband
	40
	40
	50
	Pemuda
	Mengembangkan bakat seni dan musik

	Seminar Kepemudaan
	-
	100
	-
	Pemuda umum
	Meningkatkan wawasan dan kepemimpinan

	Seminar Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Dini pada Pemuda
	-
	-
	120
	Pemuda
	Meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini

	Sua Pemuda dalam rangka Apeksi Korwil 1
	-
	-
	150
	Pemuda Korwil 1
	Meningkatkan jejaring dan kolaborasi pemuda antar wilayah

	Penyusunan Rencana Aksi Daerah
	-
	-
	30
	Pemuda & Stakeholder
	Merumuskan arah kebijakan kepemudaan daerah


Sumber data: Dokumen Arsip Bidang kepemudaan kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel I.1, dapat dilihat bahwa menunjukkan berbagai program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan di Kota Dumai tahun 2022–2024, yang mencakup kegiatan Paskibraka, Marchingband, seminar kepemudaan, edukasi kesehatan reproduksi, serta penyusunan rencana aksi daerah. Tujuan program-program ini antara lain meningkatkan disiplin, nasionalisme, kepemimpinan, pemahaman kesehatan, dan kolaborasi antar wilayah. Namun, permasalahan yang terlihat adalah ketidak konsistenan pelaksanaan program setiap tahun, di mana banyak kegiatan baru dimulai di tahun 2023 atau 2024 tanpa keberlanjutan dari tahun sebelumnya, serta terbatasnya cakupan peserta yang mungkin belum mewakili keseluruhan pemuda Dumai secara inklusif dan merata. 
Mekanisme pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap perencanaan program yang meliputi identifikasi kebutuhan pemuda, penentuan jenis kegiatan seperti pelatihan, seminar, paskibraka, atau marchingband, penyusunan jadwal, sasaran peserta, serta penetapan anggaran. Kedua, dilakukan koordinasi internal melalui pembagian tugas antar bidang, penetapan penanggung jawab kegiatan, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan pihak terkait lainnya. Tahap berikutnya ialah sosialisasi dan rekrutmen peserta yang dilakukan melalui surat edaran, media sosial, dan undangan langsung, disertai proses pendaftaran dan seleksi sesuai persyaratan program. Setelah itu, kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan dukungan narasumber, pelatih, sarana prasarana, dan dokumentasi kegiatan. Selama kegiatan berlangsung, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui pengawasan, pengumpulan umpan balik peserta, serta penilaian terhadap capaian dan kendala program. Tahap terakhir adalah pelaporan dan tindak lanjut yang mencakup penyusunan laporan kegiatan, pelaporan anggaran, serta rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan program di periode berikutnya.
Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan di Kota Dumai dijalankan melalui berbagai rangkaian kegiatan yang memiliki mekanisme tersendiri. Pada kegiatan Paskibraka, proses dimulai dengan sosialisasi dan penjaringan peserta dari sekolah-sekolah, kemudian dilakukan seleksi fisik, administrasi, dan mental. Setelah itu peserta mengikuti pelatihan intensif yang mencakup baris-berbaris, pembentukan karakter, kedisiplinan, dan nasionalisme, hingga gladi dan pelaksanaan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan.
Pada kegiatan Marchingband, pelaksanaan diawali dengan perekrutan peserta dari kalangan pemuda atau pelajar, dilanjutkan dengan pembagian instrumen dan penyusunan formasi. Peserta menjalani latihan teknik musik, koreografi, baris-berbaris, serta pembinaan kekompakan dan kedisiplinan, dan kemudian diarahkan untuk tampil dalam perlombaan, upacara atau pertunjukan resmi pemerintah daerah.
Untuk kegiatan Seminar Kepemudaan, mekanisme pelaksanaannya mencakup penetapan tema dan materi, penunjukan narasumber, pendaftaran peserta, serta pelaksanaan penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab, yang diakhiri dengan dokumentasi dan evaluasi kegiatan.
Kegiatan Seminar Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Dini dilaksanakan melalui penyusunan topik, penentuan narasumber seperti dokter atau penyuluh, sosialisasi undangan kepada peserta, pelaksanaan materi dan diskusi, serta pembagian bahan informasi dan evaluasi sederhana terhadap pemahaman peserta.
Pada kegiatan Apeski Korwil I, rangkaian pelaksanaannya melibatkan koordinasi lintas daerah dan organisasi perangkat daerah, penunjukan delegasi pemuda, penyusunan agenda, pelaksanaan forum diskusi atau lokakarya, serta penyusunan laporan hasil partisipasi.
Selanjutnya, kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan dimulai dari pengumpulan data dan identifikasi isu strategis pemuda, dilanjutkan dengan koordinasi bersama stakeholder dan organisasi kepemudaan, penyusunan konsep awal dokumen, pelaksanaan forum diskusi atau konsultasi publik, hingga finalisasi dan pelaporan hasil perumusan kebijakan.
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program-program tersebut, diperlukan adanya kriteria atau persyaratan yang jelas bagi peserta agar setiap kegiatan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal. Oleh karena itu, disusun tabel persyaratan peserta untuk masing-masing kegiatan, yang merinci kualifikasi dasar seperti usia, latar belakang pendidikan, minat, hingga keterlibatan dalam organisasi. Kejelasan persyaratan ini tidak hanya membantu dalam proses seleksi, tetapi juga memastikan bahwa peserta memiliki kesiapan dan relevansi dengan tujuan dari setiap program yang ditawarkan.
Dengan adanya persyaratan yang terstruktur, diharapkan proses rekrutmen peserta dapat berlangsung secara objektif dan transparan, serta memberikan kesempatan yang adil bagi pemuda yang benar-benar memenuhi kriteria.
 Berikut tabel 1.2 yang menjelaskan persyaratan peserta program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kota Dumai.
Tabel I.2
Persyaratan Peserta Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	No
	Kegiatan Program
	Persyaratan Peserta

	1
	Paskibraka
	a. Warga negara Indonesia
b. Usia 16–18 tahun
c. Berstatus pelajar SMA/sederajat
d. Lolos seleksi fisik dan mental

	2
	Marchingband
	a. Pemuda berusia 15–25 tahun
b. Memiliki minat dan bakat di bidang musik, baris-bebaris, atau seni pertunjukkan
c. Bersedia mengikuti latihan rutin

	3
	Seminar Kepemudaan
	a. Pemuda berusia 17–30 tahun
b. Terbuka untuk umum
c. Berminat dalam bidang kepemimpinan dan organisasi

	4
	Seminar Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Dini
	a. Pemuda berusia 15–25 tahun
b. Terbuka untuk pelajar/mahasiswa/umum
c. Bersedia mengikuti seluruh sesi seminar

	5
	Sua Pemuda dalam Rangka Apeksi Korwil I
	a.  Perwakilan pemuda dari tiap wilayah/korwil
b. Aktif dalam organisasi kepemudaan
c. Mampu bekerjasama dalam forum

	6
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah
	a. Pemuda dan stakeholder yang relevan
b.  Memiliki wawasan tentang isu kepemudaan lokal
c. Mewakili komunitas/Lembaga


Sumber Data: Dokumen Arsip Bidang Kepemudaan kota Dumai, Tahun 2025
Tabel I.2 di atas menjelaskan persyaratan peserta untuk masing-masing kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan di Kota Dumai. Setiap kegiatan memiliki kriteria yang spesifik sesuai dengan karakter dan tujuan program, seperti batasan usia, status pendidikan, minat atau bakat tertentu, serta keterlibatan dalam organisasi kepemudaan. Misalnya, kegiatan Paskibraka mensyaratkan peserta yang masih berstatus pelajar SMA dengan kriteria fisik dan mental tertentu, sedangkan kegiatan seperti Penyusunan Rencana Aksi Daerah melibatkan pemuda dan stakeholder yang memiliki wawasan tentang isu kepemudaan dan mewakili komunitas tertentu. Penetapan persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta yang terlibat adalah individu yang sesuai dan mampu mendapatkan serta memberikan kontribusi maksimal dalam program yang diikuti. 
Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah minimnya penyebaran informasi mengenai kegiatan kepemudaan yang masih terbatas pada grup WhatsApp atau jalur komunikasi informal lainnya. Hal ini menyebabkan banyak pemuda yang sebenarnya potensial justru tidak mengetahui atau terlambat mendapat informasi tentang kegiatan yang tersedia. Dampaknya, tingkat partisipasi belum maksimal dan kegiatan belum sepenuhnya menjangkau sasaran yang lebih luas
Komunikasi dan penyebaran informasi merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Tanpa sistem informasi yang efektif dan merata, banyak pemuda yang berpotensi tidak akan mengetahui adanya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyebaran informasi yang terbatas hanya pada lingkup internal organisasi dapat menghambat keterlibatan pemuda secara luas. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan, seperti melalui pemanfaatan media sosial, website resmi, dan platform digital lainnya yang lebih mudah diakses oleh generasi muda.
Penulis melakukan wawancara kepada salah satu pegawai yang bernama ibuk Ayuni S.Kom  sebagai Analisis Kebijakan Ahli muda  pada hari selasa 6 Mei 2025 pukul 8.30 sebagai berikut:
“Bagaimana cara bidang kepemudaan menginformasikan kegiatan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan?” 
Ibuk Ayuni menjawab:
“Untuk saat ini, kami dari bidang kepemudaan biasanya menginformasikan kegiatan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan melalui grup WhatsApp yang berisi para ketua organisasi kepemudaan. Melalui grup tersebut, informasi kegiatan disampaikan dan diteruskan oleh masing-masing ketua ke anggota organisasinya.”
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penyebaran informasi mengenai program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan masih bersifat terbatas dan belum menjangkau secara luas seluruh kalangan pemuda. Informasi yang hanya disampaikan melalui grup WhatsApp para ketua organisasi menyebabkan potensi partisipasi pemuda yang tidak tergabung dalam organisasi menjadi terhambat. Padahal, dengan memanfaatkan media sosial dan kanal komunikasi digital lainnya, program-program kepemudaan dapat lebih dikenal dan menarik minat lebih banyak generasi muda untuk ikut serta, sehingga tujuan peningkatan daya saing kepemudaan dapat tercapai secara lebih optimal.
Selain itu, website resmi dinas yang seharusnya menjadi saluran utama penyebaran informasi justru tidak berfungsi optimal karena terhenti pembaruannya sejak tahun 2021. Kondisi ini memperparah keterbatasan komunikasi publik, sebab pemuda yang mencari informasi resmi melalui kanal digital pemerintah tidak mendapatkan data terkini mengenai kegiatan atau program yang berlangsung. Ketidak aktifan website ini menjadi faktor penghambat dalam menjangkau khalayak lebih luas, khususnya generasi muda yang terbiasa mengakses informasi secara online. Padahal, dengan pengelolaan website yang aktif dan terstruktur, dinas dapat lebih efektif mengedukasi, mempromosikan, serta mendorong partisipasi pemuda secara luas dalam berbagai program pengembangan kapasitas daya saing di Kota Dumai. Untuk lebih memahami bagaimana kondisi terkini dari situs ini, berikut akan disajikan tampilan halaman utama website tersebut.





Gambar I.1
Kondisi Website Resmi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
[image: ]
Sumber Data: demodispar.dgsnet.id, Tahun 2025
Gambar I.1 menunjukkan tampilan website resmi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang terakhir diperbarui pada tahun 2021. Tampilan yang statis dan tidak mencerminkan kegiatan terkini menegaskan bahwa platform ini tidak lagi berfungsi sebagai media informasi yang efektif. Padahal, keberadaan website resmi sangat penting untuk menyebarluaskan informasi program, jadwal kegiatan, serta capaian dinas secara transparan dan akuntabel. Ketidakterbaruan konten ini menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya peningkatan daya saing kepemudaan di Kota Dumai.
Dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, ketersediaan sumber daya menjadi faktor penentu keberhasilan. Sumber daya yang dimaksud meliputi dukungan anggaran yang memadai serta tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepemudaan. Tanpa anggaran yang cukup, berbagai program seperti pelatihan, seminar, dan pembinaan organisasi tidak akan berjalan secara optimal. Di sisi lain, sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan, peralatan pelatihan, serta akses teknologi informasi juga sangat diperlukan agar proses pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, perencanaan dan pemanfaatan kedua aspek ini harus dikelola dengan baik agar tujuan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda dapat tercapai secara maksimal.
Untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai juga menyediakan alokasi sumber daya anggaran yang cukup signifikan setiap tahunnya. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan seperti seminar kepemudaan, pelatihan kader, dan pengembangan organisasi kepemudaan. Ketersediaan dana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas program. Namun, efektivitas penggunaan anggaran tetap harus diperhatikan agar tidak terjadi pemborosan dan kegiatan benar-benar menyentuh sasaran. 
Berikut ini disajikan data anggaran dan realisasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan Kota Dumai tahun 2022 dan 2024:


[bookmark: _Toc205388845][bookmark: _Toc205534137][bookmark: _Toc205550302]Tabel I.3
Anggaran dan Realisasi Program Pengembangan Kapasitas daya Daya Saing Kepemudaan Kota Dumai 
	Tahun
	Total Anggaran (Rp)
	Total Realisasi (Rp)
	Persentase Realisasi


	2022
	Rp. 920.485. 987
	Rp. 920.485. 987
	100%

	2023
	Rp. 1.958.308.800
	Rp. 1.749.460.123
	89,34%

	2024
	Rp. 1.171.107.000
	Rp. 1.164.055.400
	99,40%



Sumber Data: Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Tahun 2025
Tabel I.3 menunjukkan data anggaran dan realisasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 920.485.987 dan seluruhnya terealisasi dengan persentase 100%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan, yaitu menjadi Rp 1.958.308.800. Meskipun terjadi kenaikan alokasi dana, tingkat realisasi mengalami penurunan menjadi 89,34% atau sebesar Rp 1.749.460.123. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan program meskipun dukungan anggaran meningkat. Kemudian pada tahun 2024, anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 1.171.107.000. Penurunan ini dapat disebabkan oleh penyesuaian program berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya atau keterbatasan fiskal daerah. Namun demikian, tingkat realisasi pada tahun 2024 tetap tinggi, yaitu mencapai 99,40% atau sebesar Rp 1.164.055.400, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan lebih efisien dan mendekati target yang ditetapkan. 
Meskipun seluruh kegiatan dalam program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan telah terlaksana sepenuhnya secara fisik, beberapa realisasi anggaran belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya efisiensi anggaran dari hasil proses pengadaan barang dan jasa (lelang) yang menghasilkan harga lebih rendah dari estimasi awal. Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan yang pembayaran anggarannya ditunda (tunda bayar) dan akan direalisasikan pada tahun anggaran 2025. Oleh karena itu, sisa anggaran yang tidak terpakai (SiLPA) bukan merupakan akibat dari kegiatan yang tidak dilaksanakan, melainkan dari efisiensi dan penjadwalan ulang pembayaran, yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang lebih optimal dan akuntabel. Dilihat dari tabel juga terjadinya penurunan anggaran dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan anggaran ini perlu menjadi perhatian, karena dapat berdampak pada keterjangkauan dan keberlanjutan upaya peningkatan daya saing pemuda di Kota Dumai.
Dalam Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, sarana dan prasarana berperan penting dalam menunjang kelancaran aktivitas pembinaan dan pemberdayaan pemuda, baik dalam bentuk pelatihan, seminar, kegiatan kepemimpinan, maupun pengembangan minat dan bakat. Tanpa adanya dukungan fasilitas yang layak, maka pencapaian tujuan program kepemudaan akan menghadapi berbagai hambatan teknis maupun administratif.
Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan program kepemudaan di Kota Dumai masih menghadapi keterbatasan dari sisi fasilitas pendukung. Beberapa kegiatan harus dilaksanakan dengan cara meminjam atau menyewa tempat dan peralatan dari pihak lain, yang tentunya berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan dan partisipasi pemuda. Keterbatasan ini menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi implementasi program yang belum maksimal sebagaimana terlihat dalam data program Target dan Realisasi Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan Kota Dumai 2023 dan 2024. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut.        
Tabel I.4
Sarana dan Prasarana Bidang Kepemudaan
	No 
	Jenis Sarana/Prasarana 
	Kondisi saat ini 

	1
	Gedung Pembinaan Pemuda
	Tidak tersedia

	2
	Perlengkapan Kegiatan seminar
	Terbatas (sound system, proyektor,dll)

	3
	Kendaraan Operasional Bidang Kepemudaan
	Tidak tersedia 

	4
	Peralatan Latihan kepemudaan
	Minim dan tidak lengkap


Sumber Data: Wawancara dengan staf Bidang Kepemudaan, Tahun 2025
Berdasarkan tabel I.4 diatas, diketahui bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan sarana dan prasarana yang menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan program kepemudaan. 
Penulis melakukan wawancara kepada salah satu pegawai yang bernama ibuk Ayuni S.Kom  sebagai Analisis Kebijakan Ahli muda  pada hari selasa 20 Mei pukul 8.45 sebagai berikut:
“Bagaimana keadaan sarana prasara Bidang Kepemudaan sebagai pendukung kegiatan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan?” 
Ibuk Ayuni menjawab:
“Untuk saat ini, Gedung pembinaan pemuda dari Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata belum tersedia, untuk perlengkapan kegiatan seminar, kami biasanya melakukan di pendopo atau hotel, jadi perlengkapannya dari sana dan biasanya kami bayar kebersihan dan bayar makan minum saja. Untuk kendaraan khusus bidang kepemudaan belum tersedia, tapi untuk Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata tersedia. Peralatan latihan kepemudaan ada, tersedia namun masih terbatas kesediaanya”.
Dari hasil wawancara dapat diketahui beberapa fasilitas penting belum tersedia secara optimal. Misalnya, gedung pembinaan pemuda yang idealnya menjadi pusat kegiatan dan pelatihan belum dimiliki, sehingga kegiatan kepemudaan sering dilaksanakan di aula pinjaman atau tempat yang disesuaikan dengan ketersediaan.
Implementasi program kepemudaan di berbagai daerah, termasuk di Kota Dumai, seringkali menghadapi tantangan struktural dan kultural. Kurangnya sinergi antar organisasi kepemudaan, minimnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Di sisi lain, keterlibatan aktif pemuda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program juga masih rendah, sehingga program yang dijalankan kerap tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Seperti wawancara yang dilakukan kepada ibuk Ayuni S.Kom  sebagai Analisis Kebijakan Ahli muda  pada hari selasa 6 Mei pukul 8.30 menyatakan: 
“Memang benar, program kepemudaan seperti paskibra, marchingband, seminar kepemudaan sudah kami laksanakan pada tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 ini juga ada kegiatan seminar edukasi kesehatan reproduksi dan pernikahan dini, kegiatan SUA Pemuda dalam rangka apeksi korwil 1, termasuk penyusunan rencana aksi daerah. Tapi tidak semua program dilaksanakan setiap tahunnya, untuk paskibra tahun 2024 tidak dibawah tangan kami lagi, untuk seminar juga tidak setiap tahun diadakan karena menyesuaikan anggaran. Untuk menginformasikan program kami melalui grub whatsApp saja. Jumlah pegawai di bidang kami hanya 9 orang, itu pun merangkap beberapa tugas. Sementara program kepemudaan cukup banyak dan membutuhkan keterlibatan langsung. Belum lagi kami harus menghadapi keterbatasan sarana, seperti tidak adanya gedung pembinaan, tidak punya kendaraan operasional, dan alat-alat seminar juga masih terbatas, jadi sebagian besar kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada”
Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai”.
B. [bookmark: _Toc205550303]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, penulis menemukan gejala-gejala masalah sebagai berikut:
a. [bookmark: _Hlk205362434][bookmark: _Hlk205362517]Terdapatnya penyebaran informasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan masih bersifat terbatas.
b. [bookmark: _Hlk205362585]Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Merujuk pada gejala permasalahan dan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Analisis Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai”.
C. [bookmark: _Toc205550304]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
[bookmark: _Toc205388847][bookmark: _Toc205550305]Adapun Tujuan dan Kegunaan penelitian ini, antara lain: 
1. [bookmark: _Toc205388848][bookmark: _Toc205550306]Tujuan Penelitian

a. [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Untuk mengetahui implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
2. [bookmark: _Toc205388849][bookmark: _Toc205550307]Kegunaan Penelitian
a. Sebagai tambahan wawasan dan meningkatkan pemahaman penulis tentang implementasi program, khususnya pada implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
b. Sebagai bahan informasi yang akurat dan komprehensif tentang implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Bidang Kepemudaan di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
c. Menyumbangkan pengetahuan baru tentang implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada bidang kepemudaan di dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kota Dumai.
[bookmark: _Toc205550308]BAB II
[bookmark: _Toc205550309]TELAAH PUSTAKA
A. [bookmark: _Toc205550310]Kerangka Teori 
Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang artinya melaksanakan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang memiliki dampak atau pengaruh terhadap sesuatu. Tindakan yang dilakukan untuk memberikan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan program yang disusun oleh lembaga – lembaga pemerintah (Khaz et al., 2020). 
Implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu implemention yang berarti penerapan atau pelaksanaan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat baik berupa suatu keputusan, peraturan ataupun sanksi (Ummah, 2018).
Implementasi merupakan proses yang ditempuh atau dilaksanakan diberbagai bidang tanpa adanya batasan apapun. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan suatu program, maka perlu adanya kesiapan atas semua keperluan di lapangan (Adolph, 2016).
Grindle menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran (Jeklin et al., 2016).
Implementasi program merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi adalah langkah operasionalisasi dari kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dinamika sosial dan politik di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks lokal dan kesiapan aktor pelaksana menjadi penting dalam proses implementasi program (Hasanudin, 2022).
Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri (Ponamon et al., 2021).
Implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh otoritas tertentu, biasanya pemerintah, agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa implementasi bukan sekadar tindakan administratif, melainkan proses politik dan sosial yang kompleks (Winarno, 2012).
Implementasi sebagai proses untuk menjalankan kebijakan yang telah   ditetapkan  ke   dalam  bentuk  program atau kegiatan nyata,  yang 

melibatkan banyak aktor baik dari pemerintah maupun masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi para pelaksana (Subarsono, 2005).
Implementasi adalah tahapan penting dalam proses kebijakan publik, karena tanpa pelaksanaan yang tepat, kebijakan yang baik pun tidak akan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Ia menambahkan bahwa implementasi harus mempertimbangkan aspek koordinasi, kontrol, dan partisipasi masyarakat (Agustino, 2016).
Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implemantasi berjalan lancar ( Dwidyawati, 2022).
Program merupakan serangkaian aktivitas yang sengaja dirancang untuk mencapai hasil tertentu, sebagai bentuk intervensi terhadap suatu permasalahan baik itu berupa pendidikan, sosial, atau masalah lain yang dialami. Program biasanya mencakup orang, organisasi, manajemen, dan sumber daya untuk memberikan intervensi atau layanan tertentu (Hasanudin, 2022).  
Program merupakan sarana yang berfungsi dalam pencapaian tujuan. Charles O. Jones, membagi kedalam tiga kategori aktivitas dalam pengoperasian program yaitu: 
a) Pengorganisasian, struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program, sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
b) Interpretasi, para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
c) Penerapan atau Aplikasi, perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya (Bahri et al., 2020). 
Program adalah unit atau suatu kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung atau proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Khaz et al., 2020).
Program pengembangan kapasitas pemuda merupakan upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kualitas pribadi pemuda agar mampu bersaing dalam berbagai sektor kehidupan (Sugiyono, 2017).
Pengembangan kapasitas merupakan proses peningkatan kemampuan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan melalui pembelajaran, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan (Suryosubroto, 2009).
Pengembangan kapasitas pemuda adalah proses pemberdayaan yang menekankan pada peningkatan potensi diri, akses terhadap sumber daya, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan (Suharto, 2009).
Daya saing merupakan kemampuan seseorang atau kelompok dalam menghasilkan nilai tambah, baik di bidang ekonomi maupun sosial, yang diakui secara luas (Porter, 1990).
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan memegang peran penting dalam membentuk kualitas generasi muda yang berdaya saing tinggi, mandiri, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Program ini tidak hanya menekankan pada peningkatan keterampilan teknis dan pengetahuan, tetapi juga mencakup penguatan karakter, nilai-nilai kewarganegaraan, dan kemampuan berinovasi.
Secara praktis, Implementasi Program merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pelaksanaanya serta tindakkan dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan (Maznah, 2019). 
Implementasi program yakni serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau organisasi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, yang didukung oleh kebijakan, prosedur, dan sumber daya, dan dirancang untuk  menghasilkan  hasil  untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti et al., 2021).
Implementasi program dapat dikatakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana para pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri (Suryani, 2023).
Implementasi program adalah tahapan sangat penting dalam keseluruhan struktur program. Tahap Implementasi menentukan apakah program yang ditempuh oleh dinas benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Upaya mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka program perlu diimplementasian. Tanpa implementasi maka program tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit (Sasmito,2019).
Implementasi program dalam Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menekankan bahwa implementasi dipengaruhi oleh hubungan antara kebijakan dan kinerja implementor, dengan indikator sebagai berikut:
a. Tolak ukur tingkat keberhasilan
b.  Sumber daya 
c. Hubungan antar organisasi, 
d. Karakteristik agen pelaksana 
e.  Struktur birokrasi, 
f. Kondisi lingungan sosial, politik dan ekonomi,
g.  Disposisi implementor (Ani et al., 2017).
Menurut Edward III dijelaskan dalam dua model, yaitu dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi. Menurut Edward III yang dikutip oleh Agustino dalam mengukur keberhasilan atas pengimplementasian program setidaknya ada empat faktor yang menentukannya, yakni:
a. Komunikasi 
Komunikasi berperan penting dalam tercapainya kesuksesan atas pengimplementasi program. Implementasi program akan berjalan baik apabila pejabat pembuat program telah memahami betul apa yang sedang dikerjakannya, Setidaknya terdapat tiga faktor untuk mengukur kesuksesan dari variabel komunikasi, yaitu: 
1) Transmisi, terjalinnya komunikasi yang lancar diantara pembuat program dengan pelaksana program, yang nantinya akan menghasilkan wujud implementasi program yang baik. Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran komunikasi, sehingga menimbulkan miskomunikasi. Hal ini dapat terjadi ketika komunikasi yang dilakukan telah melalui perjalanan panjang akibat birokrasi yang ada. 
2) kejelasan, setiap informasi yang diterima atas komunikasi yang terjalin antara pembuat dan pelaksana program di berbagai lini harus dijelaskan secara jelas dan lugas serta tidak mengandung makna ganda yang menimbulkan kebingungan. 
3) Konsistensi, program yang telah disalurkan dalam komunikasi sebaiknya tidak berubah-ubah (konsisten) dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi mereka pelaksana kebijakan
b. Sumber Daya
Faktor ini berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam mendukung pengimplementasian program publik agar dapat terlaksana secara maksimal. Terdapat beberapa elemen dalam indikator sumberdaya ini, antara lain:
1) Pegawai/Staf, sumber daya manusia memiliki posisi sebagai aset terpenting dalam suatu organisasi baik sektor publik maupun privat. Sering kali implementasi program menghadapi kegagalan dikarenakan SDM atau staf pelaksana implementasi program tidak mumpuni dan berkompeten di dalam menjalankan program yang telah diputuskan tersebut.
2) Informasi, ada dua macam informasi dalam mengimplementasikan program, yaitu informasi terkait tata cara pelaksanakan program dan informasi terkait ketaatan pelaksana program terhadap peraturan yang berlaku. Seorang implementor haruslah dibekali dengan pengetahuan yang cukup terkait apa yang sedang atau akan mereka jalankan. Mereka pula harus mengetahui betul siapa-siapa saja yang terlibat dan harus patuh pada program yang dikeluarkan tersebut. 
3) wewenang, dalam hal ini diartikan sebagai otoritas yang dimiliki oleh pelaksana program. Biasanya suatu kewenangan itu bersifat formal, sehingga apabila tidak adanya legitimasi yang diberikan kepada pelaksana program akan menyebabkan tidak dianggapnya para implementor di mata masyarakat.
4) Fasilitas, adanya sarana dan prasarana yang baik menjadi faktor penting dalam proses implementasi program. Dengan adanya prasarana yang memadai akan menunjang kinerja pegawai dalam mengimplementasikan program yang ada.
c. Disposisi 
Dalam pelaksanaan suatu program disposisi (sikap pelaksana kebijakan) menjadi faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan. Suatu implementasi program akan berjalan dengan efektif, apabila pelaksana dari program tersebut mengetahui apa yang ia lakukan dan bagaimana cara mengerjakannya. Dengan demikian pelaksana tugas dalam praktiknya tidak akan terhambat. Dalam disposisi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif.
d. Struktur Birokrasi 
Untuk mendorong kinerja struktur birokrasi terdapat dua karakteristik yang dapat digunakan, yaitu:
1) Adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang fleksibel yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pegawai dalam melaksanakan kegiatannya.
2) Adanya pembagian kerja melalui pembagian tanggung jawab atas aktivitas dan program-program yang dijalankan kepada beberapa unit kerja yang berkompeten di bidang tersebut (Raviansyah et al., 2022).
Menijau landasan dan mutu implementasi, dapat disimpulkan bahwa: proses implementasi program telah berjalan dengan baik dengan memperhatikan, beberapa hal penting sebagai berikut: 
a. Unit pelaksana teknis telah disiapkan.
b. Pelaksana program telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran serta strategi program. 
c. Aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan program tersebut.
d. Koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik.
e. Hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan serta dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana program. 
f. Kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan program telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik (Bahri et al., 2020). 
Menurut Ripley dan Franklin ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi program, yaitu:
a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku ( the degree of compliance on the statute), tingkat keberhasilan implementasi program dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan mandat yang telah diatur.
b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, (smoothly functioning routine and the absence of problem), keberhasilan implementasi program dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (the leading of the desired performance and impact), bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi program (Cahyadi et all., 2018).
Model implementasi yang efektif memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis serta feedback berkelanjutan. Tanpa adanya kontrol terhadap proses pelaksanaan, sebuah program berisiko mengalami penyimpangan dari tujuan awalnya. Ini berlaku pula dalam pengembangan kapasitas daya saing pemuda, di mana hasil implementasi harus dapat diukur secara obyektif (Bahri et al., 2020).
Implementasi program memerlukan dukungan dari aspek pelatihan, anggaran, dan keterlibatan lintas sektor. Tanpa hal-hal tersebut, program hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata. Oleh sebab itu, dalam program pengembangan kapasitas kepemudaan, peran kolaboratif antar instansi sangat diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan (Ardiyanti et al., 2021).
Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, serta sikap dan komitmen para birokrat. Dalam konteks program kepemudaan, hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar instansi dan keterlibatan aktif pemuda agar program pengembangan kapasitas benar-benar menjawab kebutuhan sasaran (Maznah, 2019). 
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan memegang peran penting dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing pemuda.
B. [bookmark: _Toc205550311]Operasional Variabel Penelitian
Variabel penelitian pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian dan menarik kesimpulan
Untuk membahas serta menjadi pedoman dalam analisis, penulis akan memberikan konsep operasional yang jelas agar arah dan tujuan penelitian ini dapat tercapai dengan sistematis.
a. Analisis 
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagianya). Analisis mempunyai tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebabnya, duduk perkaranya, dan sebagainya) (Kahar et al., 2017).
Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembahasan yang lebih mendalam tentang implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Dinas Keemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
b. Implementasi
Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kegiatan dan tercapainya kegiatan tersebut (Rifqo et al., 2017).
Yang di maksud dengan implementasi dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan proram pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
c. Program 
Program merupakan serangkaian aktivitas yang terorganisasi untuk mecapai  tujuan  tertentu  (Hasanudin, 2022).
Dalam penelitian ini program merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang menjadi pedoman dasar dalam pengembangan kapasitas 

daya saing kepemudaan yang dibuat Oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. 
d. Implementasi Program
Implementasi program dalam penelitian ini merupakan proses pelaksanaan atau penerapan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan diselenggarakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
Agar analisis lebih berfokus dan ruang lingkup penelitian terdefinisi dengan baik, penelitian ini menggunakan konsep operasional variabel, termasuk Teknik pengukurannya. Indikator variabel tersebut akan dijabarkan berdasarkan konsep teori menurut Edwards III (Radviansah et al., 2022). kriteria yang dijadikan pedoman dalam implementasi program antara lain:
1) Komunikasi
Komunikasi berperan penting dalam tercapainya kesuksesan atas pengimplementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan akan berjalan baik apabila pejabat pembuat kebijakan telah memahami betul apa yang sedang dikerjakannya (Raviansyah et al, 2022),
Yang di maksud dengan komunikasi dalam penelitian ini ialah merujuk pada proses penyampaian informasi dan pesan terkait program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan kepada pelaksana program, baik itu pegawai dinas, mitra kerja, maupun masyarakat. Untuk melihat Komunikasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya informasi yang disampaikan secara jelas mengenai tujuan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan kepada peserta program.
b. Adanya konsistensi penyampaian informasi antar pelaksana program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan kepada peserta.
c. Adanya penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
2) Sumber Daya
Faktor ini berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam mendukung pengimplementasian kebijakan publik agar dapat terlaksana secara maksimal (Raviansyah et al., 2022). 
Yang di maksud dengan sumber daya dalam penelitian ini ialah merujuk pada segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Untuk melihat Sumber Daya dalam penelitian ini dapat dilihat pada sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan secara optimal.
b. Adanya Pegawai yang memadai dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
c. Adanya sarana prasarana pendukung pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
3) Disposisi
Dalam pelaksanaan suatu kebijakan disposisi (sikap pelaksana kebijakan) menjadi faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan. Suatu implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif, apabila pelaksana dari kebijakan tersebut mengetahui apa yang ia lakukan dan bagaimana cara mengerjakannya (Raviansyah et al., 2022).
Yang di maksud dengan disposisi dalam penelitian ini ialah merujuk pada sikap, komitmen, dan kemampuan pelaksana program dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengimplementasikan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Untuk melihat Disposisi dalam penelitian ini dapat dilihat pada sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya Kesungguhan pelaksana dalam melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan sesuai dengan perencanaan.
b. Adanya Kesamaan persepsi antara pelaksana dan peserta mengenai pentingnya program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan berjalan lancar.
c. Adanya Evaluasi berkala terhadap program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.


4) Struktur Birokrasi
Untuk mendorong kinerja struktur birokrasi terdapat dua karakteristik yang dapat digunakan, yaitu: Adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang fleksibel yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pegawai dalam melaksanakan kegiatannya. Adanya pembagian kerja melalui pembagian tanggung jawab atas aktivitas dan program-program yang dijalankan kepada beberapa unit kerja yang berkompeten di bidang tersebut (Raviansyah et al., 2022).
Yang di maksud dengan struktur birokrasi dalam penelitian ini ialah merujuk pada sistem organisasi dan prosedur yang berlaku dalam implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.   Untuk melihat Struktur Birokrasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya Perencanaan program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan yang selaras dengan sasaran strategis daerah.
b. Adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
c. Adanya Mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
Dari uraiarı diatas dapat diketahui bahwa setiap indikator terdiri dari tiga sub indikator. Adapun kriteria penilaian dari sub indikator diatas dapat dilihat sebagai berikut:
Baik (B) Diberi skor				: 3
Cukup Baik (CB) Diberi skor		: 2
Tidak Baik (TB) Diberi skor			: 1
[bookmark: _Toc205550312]BAB III
[bookmark: _Toc205550313]METODOLOGI PENELITIAN
A. [bookmark: _Toc205550314]Lokasi Penelitian 
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]Rencana penelitian ini dilakukan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang beralamatkan di Jl. Brigjen HR Soebrantas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. 
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Dinas kepemudaan  olahraga dan pariwisata Kota Dumai memiliki peran penting dalam pengembangan keterampilan dan kemampuan pemuda kota Dumai. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat pengelolaan dan pelaksanaan program, sehingga data yang relevan dan akurat dapat diperoleh secara langsung. 
[bookmark: _Toc205550315]B. Populasi dan Sampel
Populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama (Nuryadi et al., 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata Kota Dumai pada Bidang Kepemudaan yang berjumlah 11 orang, dan pemuda yang mengikuti program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan sebanyak 520 orang.
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan (Nuryadi et al., 2017). Dalam mengambil sampel untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata digunakan Teknik Sampling Purposive. Teknik Sampling Purposive adalah Teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan tertentu (Hikmawati, 2020). Sedangkan pengambilan sampel untuk peserta program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan menggunakan probability sampling dengan metode simple random sampling. Simple Random sampling adalah Teknik sampling yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. 
Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. 
n =    N 
    1 + (Ne²)
Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = tingkat kesalahan (10%, atau 0,1) (Nazir, 2014).
Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan jumlah sampel sebagai berikut:
n =    N  
     1 + (Ne²)

n =          520 
     1 + (520 × (0,1)²)
n =   520  
      6.2000
n = 83.87 
n = 84 orang
Dari hasil perhitungan menggunakan Rumus Slovin di atas, Sampel untuk Peserta Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berjumlah 84 orang, dengan waktu selama 15 hari kerja.
Untuk lebih jelas, populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel III.1
Keadaan Populasi dan Sampel Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
	No
	Sub Populasi
	Populasi
(Orang)
	Sampel
(Orang)
	Persentase

	1
	Kepala Dinas
	1
	1
	100%

	2
	Sekretaris
	1
	1
	100%

	3
	Kepala Bidang Kepemudaan
	1
	1
	100%



	4
	Kelompok Jabatan Fungsional
	3
	3
	100%

	5
	Staff Bidang Kepemudaan
	5
	5
	100%

	6
	Peserta Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2023-2024
	520
	84
	-

	Jumlah
	531
	95
	-


Sumber Data: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Tahun 2025
C. [bookmark: _Toc205550316]Jenis Data
Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari yaitu: 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Hikmawati, 2020). Adapun data yang diperlukan meliputi:
a. Komunikasi
b. Sumber Daya
c. Disposisi
d. Struktur Birokrasi
2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau dokumen (Hikmawati, 2020). Dimana data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dengan data yang diperlukan:
a. Sejarah Singkat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
b. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
c. Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
d. Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
e. Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
D. [bookmark: _Toc205550317]Teknik Pengumpulan Data
Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Adapun Teknik atau cara dalam pengumpulan data atau informasi sebagai berikut:
1.  Observasi
Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis (Hardani et al., 2020).  Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. 
2. Kuesioner (Angket)
Kuesioner adalah serangkaian instrumen pertanyaan yang disusun berdasarkan alat ukur variabel penelitian (Sahir, 2022). Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner sangat efisien, responden hanya memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti.
Dalam penelitian ini, angket disebarkan melalui dua cara, yaitu secara daring menggunakan Google Form yang dibagikan melalui media sosial seperti WhatsApp kepada peserta program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, dan secara langsung (luring) kepada pegawai yang terlibat dalam program tersebut.
3. Wawancara (Interview)
Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hardani et al., 2020).
4. Dokumentasi 
Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain (Hardani et al., 2020).
E. [bookmark: _Toc205550318]Analisis Data
Setelah data yang dibutuhkan pada penelitian ini terkumpul, maka penulis mengelompokkan data sesuai dengan jenis data, selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan uraian dan penjelasannya. Penganalisaan data akan dilakukan secara Analisa data statistik deskriptif dengan skala pengukuran skala likert. Pada penggunaan skala Likert, variabel yang akan diukur, dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Berdasarkan indikator-indikator tesebut akan dibuat suatu pertanyaan/pernyataan yang akan digunakan sebagai item pada instrument (Widodo et al., 2023). Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dalam penelitian ini berupa:
a. Baik (B)
b. Cukup Baik (CB)
c. Tidak Baik (TB)
Untuk memgetahui kriteria tanggapan responden dapat diketahui berdasarkan perhitungan berikut:
1. Pengukuran Untuk setiap indikator penelitian
Untuk menentukan kategori terhadap setiap indicator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lind (Zulganef, 2018). Maka langkah awalnya yaitu menghitung skor tertinggi dan skor terendah.
a. Skor tertinggi 	= 3 x 3 x 95 = 855
b. Skor terendah 	= 1 x 3 x 95 = 285
Selanjutnya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan Lind (Zulganef,2018) yaitu:
i = H-L
       k
Keterangan:
i = interval
H = nilai data tertinggi 
L = nilai data terendah
K = jumlah kelas
Berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:
Interval = Skor Tertinggi – Skor terendah 
Jumlah kelas
Interval = 855 – 285 = 570
3             3
=190
Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan katagori skor sebagai berikut:
	Katagori
	Interval Skor

	Baik (B)
	666-855

	Cukup Baik (CB)
	476 - 665

	Tidak Baik (TB)
	285 - 475


Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai  berikut: 

285         TB                475               CB             665                B              855
 
33,33%   TB            55,56%            CB           77,78%            B          100%
Selain menganalisa data menggunakan frekuensi dan skor, hasil penelitian ini juga akan menyajikan dalam bentuk persentase yang akan disajikan dalam bentuk Diagram Pie. 
2. Pengukuran Variabel Penelitian
Untuk melihat kategori seluruh indikator penelitian, digunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind et al (Zulganef, 2018), langkah pertama adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
a. Skor Tertinggi = 3 x 12 x 95= 3.420
b. Skor Terendah = 1 x 12 x 95 = 1.140
Selanjutnya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan Lind dalam (Zulganef, 2018) yaitu:
i = H-L
       k
Keterangan:
i = interval
H = nilai data tertinggi
L = nilai data terendah
K = jumlah kelas
Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut: 
Interval = Skor Tertinggi – Skor Terendah
    Jumlah kelas 
Interval = 3.420– 1.140   = 2.28
3                   3
Interval = 760
Maka kategori penilaian untuk tiap indikator adalah sebagai berikut:

	Kategori
	Interval Skor

	Baik (B)
	2.661 – 3.420

	Cukup Baik (CB)
	1.901 – 2.660

	Tidak Baik (TB)
	1.140 – 1.900


Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:

1.140        TB           1.900           CB              2.660             B            3.420

  
33,33%   TB            55,56%            CB           77,78%            B          100%
Selain menganalisa data menggunakan frekuensi dan skor, hasil penelitian ini juga akan menyajikan dalam bentuk persentase yang akan disajikan dalam bentuk Diagram Pie. 

[bookmark: _Toc205550319]BAB IV
[bookmark: _Toc205550320]GAMBARAN UMUM DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWSATA KOTA DUMAI
A. [bookmark: _Toc205550321]Sejarah Singkat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Kota Dumai merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam pembangunan kepemudaan. Oleh karena itu, pengembangan kepemudaan menjadi bagian penting dari pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Melalui berbagai program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, pemuda kota Dumai diharapkan mampu berperan aktif dalam pembangunan serta memiliki keterampilan, kreativitas, dan kemandirian yang dapat mendukung kesejahtraan masyarakat.
Selanjutnya melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor, 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mengukur kinerja dinas sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas guna dijadikan evaluasi oleh atasan. 
Dengan memperhitungkan potensi kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategi mengandung Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, cara pencapaian sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhitungkan perkembangan di masa depan dalam menunjang peningkatan dan pengembangan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kota Dumai. Berikut Visi dan Misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
1. Visi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang merupakan gambaran citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai secara konsisten, realistis, produktif serta kreatif dalam melaksanakan program. Visi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mengacu pada Visi Kota Dumai, RPJP, RPJM serta Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebelumnya. Adapun Visi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yaitu “Menjadi institusi yang handal dalam meningkatkan kunjungan wisata dan prestasi pemuda dan olahraga dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya dan agamis”.
2. Misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Untuk merealisasikan Visi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai seperti tersebut di atas, dikembangkan misi organisasi yang harus dipahami oleh seluruh pegawai, karena menjadi tanggung jawab bersama segenap komponen sesuai dengan proporsinya. Adapun Misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. 
b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran stakeholder dalam pengembangan pariwisata, pemuda dan olahraga. 
c. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. 
B. [bookmark: _Toc205550322]Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Struktur organisasi merupakan penggambaran secara grafik tentang struktur kerja dari yang memuat. Dalam menentukan tugas dan wewenang suatu organisasi pada setiap instansi pemerintahan berbeda – beda, hal ini disebabkan oleh garis – garis kegiatan luas instansi dan sebagaianya. 
Berdasarkan Peraturan Walikota No 43 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mempunyai struktur organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan struktur organisasi dan tata kerja dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai:
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Bagan IV.I
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai
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Sumber Data: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

C. [bookmark: _Toc205550323]Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi kepala Dinas.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemprograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerasipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik Negara dan kerumahtanggaan. Adapun Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :
a. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penata usahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas.
b. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
c. Pelaksanaan tata laksana keuangan, dan pembendaharaan, penata usahaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penata usahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penata usahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas.
d. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan
e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
f. Pelaksanaan akutansi keungan dan aset antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akutansi lainnya.
g. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.
h. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.
i. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.
j. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemacahan masalah sesuai lingkup tugasnya.
k. Mengoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya.
l. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis  organisasi.
m. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya.
n. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat.
2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat.
3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas.
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas:
1) Sub bagian Tata Usaha
Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas:
a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai.
b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana.
c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala dinas.
d. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi kepegawaian antara lain karpeg, karis/karsu, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.
e. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
f. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional.
g. Mengkoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai.
h. Lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kepemudaan
Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Kepemudaan. Uraian tugas Bidang Kepemudaan sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
b. Mengumpulkan bahan informasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan dan teknis yang berhubungan dengan pemuda.
c. Menginventarisasi masalah kepemudaan.
d. Menghimpun, mengelola data kegiatan pemuda dan olahraga pemuda yang meliputi kepramukaan, karang taruna, komite nasional pemuda indonesia (knpi), palang merah remaja (pmr), organisasi siswa intra sekolah (osis), pasukan pengibaran bendera pusaka (paskibraka), drum band serta penyelenggaraan pembinaan kegiatan.
e. Membina pengembangan kepemudaan, produktifitas dan kewirausahaan, wawasan dan potensi pemuda.
f. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi data pengelolaan.
g. Pemberian perizinan pendirian dan akreditasi lembaga kepemudaan.
h. Menyiapkan dan melaksanakan perencanaan, analisis, evaluasi,bimbingan teknis bidang pengembangan kegiatan anak remaja dan kepemudaan.
i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja intenal/external untuk kelancaran pelaksanaan tugas menyusun laporan kegiatan bidang kepemudaan.
j. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
k. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
l. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan peningkatan pemberdayaan dan produktivitas pemuda.
m. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan produktivitas pemuda pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
n. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi promosi kreativitas dan kewirausahaan pemuda.
o. Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka pengembangan kreativitas, dan kewirausahaan pemuda.
p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan mendata keberadaan sarana dan prasarana kepemudaan.
q. Melaksanakan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan.
r. Memelihara dan mengawasi sarana dan prasarana kepemudaan.
s. Mengoperasionalkan dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan.
t. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan.
u. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Kepemudaan.
b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kepemudaanpenyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kepemudaan.
c. Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. 
d. Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas.
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
Tugas dan fungsinya.
2. Bidang Olahraga
Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Olahraga. Uraian tugas Bidang Olahraga adalah sebagai berikut:
1) Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2) Mengumpulkan bahan informasi dan pengolahan data.
3) Menginventarisasi permasalahan olahraga dan analisis.
4) Menyiapkan penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia.
5) Menyelenggarakan kegiatan, pekan olahraga dan seni (porseni), pekan olahraga daerah (porda) dan pekan olahraga kota (porkot).
6) Menyiapkan pembinaan organisasi olahraga.
7) Merumuskan dan melaksanakan evaluasi data, mengelola pemberian izin penyelenggaraan olahraga/rekomendasi.
8) Menyiapkan bahan penyusunan program pembibitan, peningkatan prestasi atlet usia dini dan penyandang cacat.
9) Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan olahraga usia sekolah, masyarakat/tradisi dan penyandang cacat.
10) Merencanakan pembinaan atlet olahraga dan pengurus organisasi olahraga.
11) Menyiapkan dan melakukan usaha peningkatan teknis dan keterampilan para pelaku olahraga.
12) Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan pemantauan pemberian subsidi/bantuan pembinaan sarana dan prasarana olahraga sekolah, olahraga kesejahteraan jasmani, rekreasi prestasi, pendidikan dan masyarakat/tradisi.
13) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengaturan tenaga teknis keolahragaan serta peningkatan kemampuan wasit dan juri.
14) Menyiapkan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga.
15) Merumuskan penetapan rencana penyediaan peralatan olahraga.
16) Mengoordinasikan penyelenggaraan olahraga usia sekolah, penyelenggaraan olahraga non instansi pemerintah, organisasi olahraga dan masyarakat.
17) Menyiapkan rencana kegiatan usaha peningkatan tekhnis dan keterampilan pelatih olahraga usia sekolah dan masyarakat.
18) Melakukan pembinaan dan pelestarian olahraga tradisional.
19) Merumusakan dan menetapkan kebutuhan sarana olahraga peruntukan umum dan institusi kependidikan.
20) Merumuskan dan menetapkan persyaratan izin/ rekomendasi pertandingan olahraga.
21) Melakukan perencanaan peningkatan kemampuan pelaku olahraga dengan meningkatkan volume kompetisi lokal, antar daerah, regional dan nasional.
22) Menyiapkan kerjasama dalam penyelenggaraan pekan olahraga nasional, pekan olahraga daerah dan pekan olahraga pelajar.
23) Menyiapkan analisis penetapan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan olahraga.
24) Menyiapkan bahan penyusunan laporan tugas tertulis secara periodik.
25) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer.
26) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Olahraga.
b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Olahraga.
c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Olahraga.
d. Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas.
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pariwisata
Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pariwisata. Uraian tugas Bidang adalah sebagai berikut:
1) Menyiapkan dan melaksanakan serta mempelajari seluruh beban kerja dengan cara meneliti dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam melaksanakan tugas.
2) Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi pemasukanpemasukan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
3) Menyiapkan bahan penelitian kelayakan teknis objek dan daya tarik wisata.
4) Menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi perkembangan usaha pariwisata, standar mutu produk dan ketenaga kerjaan.
5) Menyusun rencana kerja dengan mempedomani rencana kerja tahunan serta petunjuk yang diberikan atasan.
6) Menyiapkan dan melaksanakan penetapan dan pemungutan retribusi dan daftar ulang usaha prasarana pariwisata.
7) Memberikan dan mengarahkan bawahan dengan cara lisan atau tulisan yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
8) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian pada pembinaan, terhadap semua upaya kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
9) Menyiapkan bahan promosi dan penyuluhan dalam negeri dan luar negeri.
10) Menyiapkan bahan-bahan dan penertiban buletin pariwisata, melakukan analisis pemasaran dan penyuluhan serta bekerjasama dengan media cetak dan elektronik.
11) Menyiapkan dan melaksanakan serta mempelajari seluruh bahan-bahan kerja dengan cara meneliti dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam melaksanakan tugasnya.
12) Membuat laporan secara berkala kepada atasan sesuai dengan tugasnya.
13) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
14) Menyiapkan bahan penyusunan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya.
15) Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas bidang pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan kelompok jabatan fungsional pada bidang pariwisata.
b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pariwisata.
c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pariwisata.
d. Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas.
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. UPT
UPT dipimpin oleh Kepala UPT, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPT bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. 
Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah. Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.

D. [bookmark: _Toc205550324]Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai 
Organisasi merupakan suatu tempat/wadah dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, maka diperlukan orang-orang yang mampu menggerakkan organisasi tersebut. Kemampuan orang-orang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan yan telah ditetapkan.
Untuk melihat dengan lebih jelas mengenai keadaan serta komposisi pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dapat dilihat berdasarkan:
1. Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin
Untuk lebih mengetahui mengenai komposisi pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut ini:
Tabel IV.1
Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin
	No.
	Jenis Kelamin
	Klasifikasi Pegawai
	Jumlah (orang)
	Persentase

	
	
	PNS
(orang)
	Honorer (orang)
	
	

	1.
	Laki-laki
	13
	11
	24
	42%

	2.
	Perempuan
	10
	23
	33
	58%

	Jumlah
	23
	34
	57
	100%


Sumber Data: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.1 diatas, dapat diketahui bahwa dari 57 orang jumlah pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai ternyata yang berjenis kelamin laki-laki ada sebanyak 24 orang dengan persentase 42% dan yang berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 33 orang dengan persentase 58%. Dari hal ini dapat diketahui lebih dominan pegawai berjenis kelamin perempuan jika dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki.
2.	Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kenyataannya tingkat pendidikan mempengaruhi pekerjaan atau jabatan yang ada di kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga non departemen. Pendidikan formal dan pengetahuan yang dimiliki aparatur sangat menentukan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Untuk lebih mengetahui mengenai tingkat pendidikan aparatur pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut ini:





Tabel IV.2
Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No.
	Tingkat Pendidikan
	Klasifikasi Pegawai
	Jumlah (orang)
	Presentase

	
	
	PNS
(orang)
	Honorer
(orang)
	
	

	1.
	S2
	       6
	-
	6
	11%

	2.
	S1
	10
	5
	15
	26%

	3.
	D-III
	5
	3
	8
	14%

	4.
	SLTA
	2
	26
	28
	49%

	Jumlah
	23
	34
	57
	100%


Sumber Data: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.2 diatas, dapat diketahui bahwa dari 57 orang jumlah pegawai pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 ada 6 orang (11%), untuk pendidikan S1 ada 15 orang (26%), D-III ada 8 orang (14%), dan berpendidikan SLTA ada 28 orang (49%).
3. Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Berdasarkan Pangkat Golongan
Latar belakang pendidikan formal dan golongan akan mencerminkan kemampuan pegawai dalan melaksanakan pekerjaan, hal ini berkaitan dengan pengalaman dalam bekerja. Golongan berkaitan dengan masa kerja yang berakibat pada pemahaman pekerjaan. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat golongan pegawai pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut.

Tabel IV.3
Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Berdasarkan Pangkat Golongan
	No.
	Pangkat
	Golongan
	Jumlah (orang)

	1.
	Pembina Tk.I
	IV/b
	1

	2.
	Pembina
	IV/a
	2

	3.
	Penata Tk.I
	III/d
	10

	4.
	Penata
	III/c
	2

	5.
	Penata Muda Tk.I
	III/b
	4

	6.
	Penata Muda
	III/a
	2

	7.
	Pengatur Tk.I
	II/d
	1

	8.
	Pengatur
	II/c
	1

	Jumlah
	23


Sumber Data: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.3 diatas, dapat diketahui bahwa dari 57 orang jumlah pegawai pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dapat dilihat berdasarkan pangkat/golongan untuk pangkat pembina golongan IV/a ada 2 orang, pembina golongan IV/a ada 1 orang, penata Tk.I golongan III/d ada 10 orang, penata golongan III/c ada 2 orang, penata Tk.I golongan III/b ada 4 orang, penata muda golongan III/a ada 2 orang, pengatur Tk.I golongan II/d ada 1 orang, dan pengatur golongan II/c ada 1 orang.
4. Keadaan Pegawai dan Komposisi Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Berdasarkan Status Kepegawaian
Keadaan pegawai yang ada pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS tersebut bertanggungjawab terhadap keberhasilan tujuan organisasi dan setiap pegawai mempunyai perbedaan tugas satu sama lainnya baik dalam hal kepangkatan maupun keahlian dan pengetahuannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut ini:
Tabel IV.4
Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Berdasarkan Status Kepegawaian
	No.
	Status Kepegawaian
	Jumlah (orang)
	Persentase

	1.
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	23
	40%

	2
	Honorer
	34
	60%

	Jumlah
	57
	100%


Sumber Data: Dinas Kepemudaan  Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.4 diatas, dapat digambarkan bahwa   pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 23 orang dengan persentase 40% dan yang berstatus sebagai honorer sebanyak 34 orang atau 60%.
E. [bookmark: _Toc205550325]Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
Untuk menunjang proses pelaksanaan aktivitas/kegiatan, maka tidak terlepas dari dukungan ketersedian sarana dan prasarana. Adapun kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel IV.5 berikut ini




Tabel IV.5
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
	No.
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah (unit)
	Kondisi

	
	
	
	Baik 
	Kurang Baik
	Rusak 

	1.
	Kendaraan Roda 4
	3
	3
	-
	-

	2.
	Kendaraan Roda 2
	1
	1
	-
	-

	3.
	Filling Kabinet
	15
	15
	-
	-

	4.
	Lemari Kaca
	7
	7
	-
	-

	5.
	Kursi
	40
	40
	       -
	-

	6.
	Meja
	32
	32
	-
	-

	7.
	Komputer
	16
	16
	-
	-

	8.
	Printer
	10
	10
	-
	-

	9.
	Scanner
	5
	5
	-
	-

	10.
	Stabilizier
	3
	3
	-
	-

	11.
	Air Conditioner (AC)
	15
	15
	-
	-

	12.
	Televisi
	1
	1
	-
	-

	13.
	Lemari Es 
	3
	3
	-
	-

	14.
	Dispenser
	5
	5
	-
	-


Sumber Data: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025.
Berdasarkan tabel IV.5 diatas, bahwa sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit, filling kabinet sebanyak 15 unit, lemari kaca sebanyak 7 unit, kursi 40 unit, meja 32 unit, komputer 16 unit, printer 10 unit, scanner 5 unit, stabilizier 3 unit, AC 15 unit, televisi 1 unit, lemari es 5 unit dan dispenser 5 unit.


[bookmark: _Toc205550326]BAB V
[bookmark: _Toc205550327]ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

Pentingnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Program ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan strategis yang mengacu pada peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, khususnya dalam bidang kepemudaan. Pengembangan kapasitas ini mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan para pemuda agar mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Keberhasilan pelaksanaan program ini sangat bergantung pada peran aktif dari aparatur pelaksana dan instansi terkait dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Aparatur pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing pemuda dituntut memiliki kompetensi, komitmen, dan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan pemuda serta arah pembangunan kepemudaan. Kualitas pelaksanaan program dapat menjadi indikator sejauh mana efektivitas dan efisiensi program tersebut berdampak terhadap peningkatan kualitas dan daya saing pemuda di Kota Dumai. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi program ini menjadi penting guna mengetahui capaian, kendala, serta upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
Selanjutnya dalam bab ini penulis akan memaparkan data-data yang berkaitan dengan hasil penelitian, termasuk identitas responden yang terlibat, serta analisis tanggapan mereka terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
A. [bookmark: _Toc205550328]Identitas Responden 
Sebelum penulis menganalisa lebih jauh hasil penelitian tentang  Analisis Implementasi  Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, penulis terlebih dahulu akan  menampilkan identitas responden penelitian  berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, dan Tingkat Pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana latar belakang responden yang dijadikan objek penelitian ini.
1. [bookmark: _Toc205388871][bookmark: _Toc205550329]Identitas responden berdasarkan Jenis kelamin
Perbedaan jenis kelamin merupakan hal yang wajar dalam suatu organisasi maupun kelompok masyarakat. Kemampuan antara laki-laki dan perempuan dalam berkontribusi terhadap kegiatan pembangunan kepemudaan saat ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini terbukti dari keterlibatan aktif kaum perempuan dalam berbagai kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
	Tabel V.1

	Identitas Responden Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Berdasarkan Jenis Kelamin

	No
	Jenis Kelamin
	Pegawai dan TKPK (Orang)
	Peserta Program (Orang)
	Jumlah
(orang)
	Persentase
(%)

	1
	Laki-laki
	7 
	53
	60
	63.16%

	2
	Perempuan
	4
	31
	35
	36.84%

	Total 
	11
	84
	95
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.1 di atas dapat dijelaskan bahwa, responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 60 orang dengan persentase 63,16%, terdiri dari 7 orang pegawai dan TKPK serta 53 orang dari peserta program. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 35 orang dengan persentase 36,84%, terdiri dari 4 orang pegawai dan TKPK serta 31 orang dari peserta program.
Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan, baik dari kalangan pegawai dan TKPK Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai maupun dari peserta program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
2. [bookmark: _Toc205388872][bookmark: _Toc205550330]Identitas Responden Berdasarkan Umur
Rentang umur responden memberikan gambaran mengenai tingkat kedewasaan, pengalaman, serta sudut pandang dalam menilai implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Umur sering kali memengaruhi cara berpikir, cara berinteraksi, dan partisipasi individu dalam program-program kepemudaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Responden yang lebih muda cenderung memiliki semangat dan antusiasme tinggi, sedangkan responden yang lebih tua biasanya memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih luas dalam menilai efektivitas program. Oleh karena itu, identifikasi umur responden sangat penting untuk menyeimbangkan sudut pandang dalam hasil penelitian ini.
Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan umur, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
	Tabel V.2

	Identitas Responden Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Berdasarkan Umur

	No
	Umur
	Pegawai dan TKPK (Orang)
	Peserta Program (Orang)
	Jumlah (Orang)
	Persentase
(%)

	1
	15-24
	0
	66
	66
	69.47%

	2
	25-34
	3
	18
	21
	22.11%

	3
	35-44
	4
	0
	4
	4.21%

	4
	45-55
	4
	0
	4
	4.21%

	Total
	11
	84
	95
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.2 di atas dapat dijelaskan bahwa, responden yang berumur 15–24 tahun berjumlah 66 orang dengan persentase 69,47%, terdiri dari 0 orang pegawai dan TKPK serta 66 orang dari peserta program.
Responden yang berumur 25–34 tahun berjumlah 21 orang dengan persentase 22,11%, terdiri dari 3 orang pegawai dan TKPK serta 18 orang dari peserta program. Sementara itu, responden yang berumur 35–44 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 4,21%, terdiri dari 4 orang pegawai dan TKPK dan 0 orang dari peserta program. Selanjutnya, responden yang berumur 45–55 tahun juga berjumlah 4 orang dengan persentase 4,21%, terdiri dari 4 orang pegawai dan TKPK serta 0 orang dari peserta program.
Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tingkat umur yang paling dominan sebagai responden dalam penelitian ini adalah 15–24 tahun dengan jumlah 66 orang atau 69,47% dari total 95 responden, yang seluruhnya berasal dari peserta program. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan lebih banyak diikuti oleh generasi muda dalam rentang usia produktif awal.
3. [bookmark: _Toc205388873][bookmark: _Toc205550331]Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan responden berperan penting dalam memahami dan merespon suatu program, termasuk program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Responden dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap tujuan, manfaat, serta pelaksanaan program yang dijalankan oleh instansi pemerintah. Sebaliknya, responden dengan pendidikan menengah atau dasar dapat memberikan perspektif dari sisi praktis dan kebutuhan langsung di lapangan. Oleh karena itu, penyajian data tingkat pendidikan bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana latar belakang pendidikan responden mempengaruhi pandangan mereka terhadap program yang diteliti.
Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
	Tabel V.3

	Identitas Responden Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  Berdasarkan Pendidikan

	No
	Pendidikan
	Pegawai dan TKPK (Orang)
	Peserta Program (Orang)
	Jumlah (Orang)
	Persentase
(%)

	1
	SMP/MTS
	0
	1
	1
	1,05%

	2
	SMA/MA/SMK
	3
	50
	53
	55,79%

	3
	Diploma
	1
	3
	4
	4,21%

	4
	Sarjana
	5
	30
	35
	36,84%

	5
	S2
	2
	0
	2
	2,11%

	Total
	11
	84
	95
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.3 di atas dapat dijelaskan bahwa, responden dengan tingkat pendidikan SMP/MTS berjumlah 1 orang dengan persentase 1,05%, yang seluruhnya berasal dari peserta program. Responden dengan pendidikan SMA/MA/SMK berjumlah 53 orang atau sebesar 55,79%, terdiri dari 3 orang pegawai dan TKPK serta 50 orang dari peserta program. Selanjutnya, responden dengan tingkat pendidikan Diploma berjumlah 4 orang dengan persentase 4,21%, terdiri dari 1 orang pegawai dan TKPK serta 3 orang dari peserta program. Responden dengan pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 35 orang atau sebesar 36,84%, terdiri dari 5 orang pegawai dan TKPK serta 30 orang dari peserta program. Sementara itu, responden dengan pendidikan Strata Dua (S2) berjumlah 2 orang dengan persentase 2,11%, seluruhnya berasal dari pegawai dan TKPK.
Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling dominan sebagai responden dalam penelitian ini adalah SMA/MA/SMK, dengan jumlah 53 orang atau 55,79% dari total 95 responden, yang mayoritas berasal dari peserta program. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan berasal dari kalangan berpendidikan menengah.
B. [bookmark: _Toc205550332]Analisis Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan harus mampu memberikan pembinaan dan fasilitasi yang maksimal kepada para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan program yang diberikan harus sesuai dengan kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan, agar manfaat dari program benar-benar dapat dirasakan oleh peserta secara menyeluruh. Selain itu, pegawai pelaksana program juga harus menjaga kualitas implementasi kegiatan agar tujuan dari pengembangan kapasitas benar-benar tercapai.
Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam bab ini akan dianalisis data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian dan akan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.
Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa data hasil penelitian dilapangan, data yang diperoleh merupakan hasil angket yang disebarkan kepada responden penelitian yaitu Pegawai dan TKPk Bidang kepemudaan, dan peserta program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan kota Dumai. Semua data yang diperoleh akan diolah sesuai dengan Analisa data yang didasarkan pada indikator-indikator pengukuran. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 95 responden yang terdiri dari 11 pegawai dan TKPK bidang kepemudaan, dan 84 peserta program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan kota Dumai yang menjadi sampel.
Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam Analisis Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, melalui beberapa tahap sebagai berikut:
1. Menganalisa tanggapan responden terhadap masing-masing sub indikator penelitian, Dimana masing-masing sub indikator penelitian diberikan rentang jawaban kepada responden yaitu 3,2,1.
Berdasarkan hasil jawaban dari responden akan diketahui apakah sub indikator tersebut hasilnya baik, cukup baik dan tidak baik. 
2. Adapun kategori penelitian untuk setiap indikator sebagai berikut:
	Katagori
	Interval Skor

	Baik (B)
	666-855

	Cukup Baik (CB)
	476 - 665

	Tidak Baik (TB)
	285 - 475


3. Maka kategori penelitian untuk variable penelitian adalah sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Baik (B)
	2.661 – 3.420

	Cukup Baik (CB)
	1.901 – 2.660

	Tidak Baik (TB)
	1.140 – 1.900


Untuk menentukan kategori terhadap setiap indikator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lind et al (Zuganef, 2018) Kategori Baik pada rentang 2.661-3.420. Kategori Cukup Baik pada rentang 1.901-2.660, dan Kategori Tidak Baik pada rentang 1.140-1.900.
 Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, maka hasil penelitian akan dianalisis berdasarkan teori Implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III dalam (Raviansyah et al, 2022) sebagai berikut:
1. [bookmark: _Toc205388875][bookmark: _Toc205550333]Komunikasi 
Yang di maksud dengan komunikasi dalam penelitian ini ialah merujuk pada proses penyampaian informasi dan pesan terkait program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan kepada pelaksana program, baik itu pegawai dinas, mitra kerja, maupun masyarakat Untuk melihat Komunikasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya informasi yang disampaikan secara jelas mengenai tujuan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan kepada peserta program.
Yang dimaksud dengan adanya informasi yang disampaikan secara jelas adalah adanya penjelasan yang terbuka dan mudah dipahami oleh peserta program mengenai maksud dan tujuan dari pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Informasi ini penting agar peserta memiliki gambaran menyeluruh tentang manfaat yang akan diperoleh, serta arah dan sasaran dari kegiatan yang diikuti.
b. Adanya konsistensi penyampaian informasi antar pelaksana program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan kepada peserta.
Yang dimaksud dengan konsistensi penyampaian informasi adalah keberlanjutan dalam memberikan informasi oleh para pelaksana program kepada peserta. Hal ini mencakup komunikasi yang tidak berubah-ubah, tidak tumpang tindih, serta saling mendukung antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, sehingga peserta tidak mengalami kebingungan terhadap isi dan proses kegiatan yang diikuti.
c. Adanya penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Yang dimaksud dengan penggunaan media sosial adalah pemanfaatan platform digital seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau media daring lainnya untuk menyebarluaskan informasi seputar program kepemudaan. Penggunaan media sosial memungkinkan informasi menjangkau peserta secara cepat, luas, dan interaktif, serta mempermudah peserta dalam mengikuti perkembangan program secara real time.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai komunikasi dalam implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Komunikasi Dalam Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	Skor
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya informasi yang disampaikan secara jelas mengenai tujuan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan kepada peserta program
	Frekuensi
	51
	41
	3
	95

	
	
	Skor
	153
	82
	3
	238

	2
	Adanya konsistensi penyampaian informasi antar pelaksana program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan kepada peserta.
	Frekuensi
	50
	35
	10
	95

	
	
	Skor
	150
	70
	10
	230

	3
	Adanya penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
	Frekuensi
	41
	16
	38
	95

	
	
	Skor
	123
	32
	38
	193

	Total
	Frekuensi
	445
	244
	64
	753

	
	Persentase
	59,09%
	32,40%
	8,49%
	100%

	
	(%)
	
	
	
	

	
	Skor
	426
	184
	51
	661


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.4 di atas yang menyajikan hasil tanggapan dari 95 responden terhadap tiga sub indikator komunikasi dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Sub indikator pertama menunjukkan adanya informasi yang disampaikan secara jelas mengenai tujuan program kepada peserta. Sebanyak 51 responden menilai Baik, 41 responden menilai Cukup Baik, dan 3 responden menilai Tidak Baik, dengan total skor sebesar 238. 
Pada sub indikator kedua, yaitu konsistensi penyampaian informasi antar pelaksana program, terdapat 50 responden yang menilai Baik, 35 responden Cukup Baik, dan 10 responden Tidak Baik, dengan total skor 230. 
Sementara itu, pada sub indikator ketiga terkait penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi program, tanggapan responden cukup beragam, yakni 41 orang menilai Baik, 16 orang Cukup Baik, dan 38 orang menilai Tidak Baik, dengan total skor 193.
Dari total 753 frekuensi jawaban, sebanyak 445 tanggapan (59,09%) berada dalam kategori Baik, 244 tanggapan (32,40%) dalam kategori Cukup Baik, dan 64 tanggapan (8,49%) dalam kategori Tidak Baik. Dengan jumlah total skor sebesar 661. 
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi responden terhadap komunikasi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dilakukan analisis berdasarkan tanggapan responden terhadap tiga sub indikator komunikasi. Hasil dari tanggapan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk diagram persentase guna mempermudah pemahaman mengenai sejauh mana komunikasi telah berjalan secara efektif dalam mendukung keberhasilan program. Adapun persentase frekuensi tanggapan responden terhadap indikator komunikasi dapat dilihat melalui diagram berikut ini:
Diagram V.1
Persentase Frekuensi Responden Tentang Komunikasi Dalam Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
[image: ][image: ]
Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa dari 95 responden, terdapat 59,09% menilai Komunikasi sebagai Baik, sedangkan 32,40%  menilai Cukup Baik dan 8,49%  yang menilai Tidak Baik. 
Untuk memperjelas hasil tanggapan responden terhadap indikator komunikasi, digunakan garis kontinum. Melalui garis ini, posisi total skor dapat disajikan secara terukur sehingga memudahkan dalam memahami kategori penilaian yang diberikan. Adapun garis kontinum tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

   661


285         TB                475               CB             665                B              855
  77,30%



33,33%   TB            55,56%            CB           77,78%            B          100%
Dari garis kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang Komunikasi berada pada kategori Cukup Baik, yang ditunjukkan dari skor yang berada pada rentang 476–665. Total skor yang diperoleh adalah 661 dengan persentase sebesar 77,30%. Dengan demikian, pelaksanaan komunikasi dalam program ini telah berjalan Cukup Baik.
2. [bookmark: _Toc205388876][bookmark: _Toc205550334]Sumber Daya
Yang di maksud dengan sumber daya dalam penelitian ini ialah merujuk pada segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Untuk melihat Sumber Daya dalam penelitian ini dapat dilihat pada sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan secara optimal.
Yang dimaksud dengan adanya anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan secara optimal yaitu tersedianya alokasi dana yang cukup dari pemerintah daerah atau instansi terkait guna mendukung setiap kegiatan atau program kepemudaan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan.
b. Adanya Pegawai yang memadai dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Yang dimaksud dengan adanya pegawai yang memadai dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, jumlah yang cukup, dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dalam mendukung keberhasilan program kepemudaan.
c. Adanya sarana prasarana pendukung pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Yang dimaksud dengan adanya sarana prasarana pendukung pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yaitu tersedianya fasilitas fisik maupun non-fisik seperti gedung, peralatan, media pelatihan, dan infrastruktur lain yang menunjang pelaksanaan program agar berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Sumber Daya dalam implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.5
Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya Dalam Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	Skor
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan secara optimal.
	Frekuensi
	34
	33
	28
	95

	
	
	Skor
	102
	66
	28
	196

	2
	Adanya Pegawai yang memadai dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
	Frekuensi
	46
	41
	8
	95

	
	
	Skor
	138
	82
	8
	228

	3
	Adanya sarana prasarana pendukung pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
	Frekuensi
	36
	23
	36
	95

	
	
	Skor
	108
	46
	36
	190

	Total
	Frekuensi
	464
	291
	108
	863

	
	Persentase (%)
	53,76%
	33,71%
	12,51%
	100%

	
	Skor
	348
	194
	72
	614


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.5 di yang menggambarkan penilaian responden terhadap ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Terdapat tiga sub indikator yang dianalisis. Sub indikator pertama yaitu adanya anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal menunjukkan bahwa dari 95 responden, sebanyak 34 orang menilai dalam kategori Baik, 33 orang menilai Cukup Baik, dan 28 orang menilai Tidak Baik, dengan total skor sebesar 196. 
Pada sub indikator kedua, yaitu adanya pegawai yang memadai dalam melaksanakan program pengembangan kepemudaan, mayoritas responden menilai kategori Baik, yaitu sebanyak 46 orang, diikuti 41 orang dalam kategori Cukup Baik, dan 8 orang dalam kategori Tidak Baik, dengan total skor sebesar 228. 
Sementara itu, pada sub indikator ketiga terkait adanya sarana prasarana pendukung pelaksanaan program, tanggapan responden cukup terbagi rata. Sebanyak 36 orang menilai Baik, 23 orang Cukup Baik, dan 36 orang menilai Tidak Baik, dengan total skor 190. 
Dari total 863 frekuensi penilaian, sebanyak 464 tanggapan (53,76%) berada dalam kategori Baik, 291 tanggapan (33,71%) dalam kategori Cukup Baik, dan 108 tanggapan (12,51%) dalam kategori Tidak Baik. Dengan jumlah total skor sebesar 614. 
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi responden terhadap Sumber Daya dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dilakukan analisis berdasarkan tanggapan responden terhadap tiga sub indikator. Hasil dari tanggapan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk diagram persentase guna mempermudah pemahaman mengenai sejauh mana sumber daya telah berjalan secara efektif dalam mendukung keberhasilan program. Adapun persentase frekuensi tanggapan responden terhadap indikator sumber daya dapat dilihat melalui diagram berikut ini:







Diagram V.2
Persentase Frekuensi Responden Tentang Sumber Daya  Dalam Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
[image: ][image: ]
Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa dari 95 responden, terdapat 53,76% menilai Sumber Daya sebagai Baik, sedangkan 33,71%  menilai Cukup Baik dan 12,51%  yang menilai Tidak Baik. 
Untuk memperjelas hasil tanggapan responden terhadap indikator sumber daya, digunakan garis kontinum. Melalui garis ini, posisi total skor dapat disajikan secara terukur sehingga memudahkan dalam memahami kategori penilaian yang diberikan. Adapun garis kontinum tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

    614
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33,33%   TB            55,56%            CB           77,78%            B          100%
Dari garis kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang sumber daya berada pada kategori Cukup Baik, yang ditunjukkan dari skor yang berada pada rentang 476–665. Total skor yang diperoleh adalah 614 dengan persentase sebesar 71,81%. Dengan demikian, pelaksanaan struktur birokrasi dalam program ini telah berjalan Cukup Baik.
3. [bookmark: _Toc205388877][bookmark: _Toc205550335]Disposisi
Yang di maksud dengan disposisi dalam penelitian ini ialah merujuk pada sikap, komitmen, dan kemampuan pelaksana program dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengimplementasikan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Untuk melihat Disposisi dalam penelitian ini dapat dilihat pada sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya Kesungguhan pelaksana dalam melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan sesuai dengan perencanaan.
Yang dimaksud dengan adanya kesungguhan pelaksana dalam melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan sesuai dengan perencanaan yaitu adanya komitmen dan tanggung jawab dari pelaksana program untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menunjukkan sikap serius dan konsisten dalam mencapai tujuan program.
b. Adanya Kesamaan persepsi antara pelaksana dan peserta mengenai pentingnya program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan berjalan lancar.
Yang dimaksud dengan adanya kesamaan persepsi antara pelaksana dan peserta mengenai pentingnya program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yaitu terjalinnya pemahaman yang selaras antara pihak penyelenggara dan penerima manfaat terhadap tujuan dan urgensi program, sehingga tercipta kerja sama dan sinergi dalam pelaksanaannya.
c. Adanya Evaluasi berkala terhadap program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Yang dimaksud dengan adanya evaluasi berkala terhadap program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yaitu dilakukannya penilaian secara rutin dan terencana terhadap proses serta hasil program guna mengetahui sejauh mana efektivitas pencapaian tujuan, serta sebagai dasar dalam perbaikan dan pengambilan keputusan ke depan.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Disposisi dalam implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.6
Tanggapan Responden Tentang Disposisi Dalam Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	Skor
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya Kesungguhan pelaksana dalam melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan sesuai dengan perencanaan 
	Frekuensi
	47
	42
	6
	95

	
	
	Skor
	141
	84
	6
	231

	2
	Adanya Kesamaan persepsi antara pelaksana dan peserta mengenai pentingnya program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan berjalan lancer
	Frekuensi
	50
	35
	10
	95

	
	
	Skor
	150
	70
	10
	230

	3
	Adanya Evaluasi berkala terhadap program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
	Frekuensi
	43
	35
	17
	95

	
	
	Skor
	129
	70
	17
	216

	Total
	Frekuensi
	560
	336
	66
	962

	
	Persentase
(%)
	58,21%
	34,92%
	6,86%
	100%

	
	Skor
	420
	224
	33
	677


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.6 di atas yang menggambarkan pendapat responden mengenai aspek sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Terdapat tiga sub indikator yang diukur untuk melihat sejauh mana disposisi atau kesungguhan pelaksana program. Pada sub indikator pertama, yaitu adanya kesungguhan pelaksana dalam melaksanakan program sesuai dengan perencanaan, sebanyak 47 responden menilai dalam kategori Baik, 42 orang Cukup Baik, dan 6 orang Tidak Baik. Dari penilaian ini diperoleh total skor 231.
Sub indikator kedua berkaitan dengan kesamaan persepsi antara pelaksana dan peserta mengenai pentingnya program. Sebanyak 50 responden menilai Baik, 35 orang menilai Cukup Baik, dan 10 responden menilai Tidak Baik. Dengan total skor 230. 
Sementara itu, sub indikator ketiga menyoroti adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program. Penilaian responden menunjukkan bahwa 43 orang menilai Baik, 35 orang Cukup Baik, dan 17 orang Tidak Baik, dengan total skor 216. 
Dari total 962 jumlah frekuensi penilaian, sebanyak 560 tanggapan (58,21%) berada dalam kategori Baik, 336 tanggapan (34,92%) dalam kategori Cukup Baik, dan 66 tanggapan (6,86%) dalam kategori Tidak Baik. Total skor yang diperoleh sebesar 677.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi responden terhadap disposisi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dilakukan analisis berdasarkan tanggapan responden terhadap tiga sub indikator. Hasil dari tanggapan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk diagram persentase guna mempermudah pemahaman mengenai sejauh mana disposisi telah berjalan secara efektif dalam mendukung keberhasilan program. Adapun persentase frekuensi tanggapan responden terhadap indikator komunikasi dapat dilihat melalui diagram berikut ini:





Diagram V.3
Persentase Frekuensi Responden Tentang Disposisi Dalam Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
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Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa dari 95 responden, terdapat 58,21% menilai Disposisi sebagai Baik, sedangkan 34,92%  menilai Cukup Baik dan 6,86%  yang menilai Tidak Baik. 
Untuk memperjelas hasil tanggapan responden terhadap indikator disposisi, digunakan garis kontinum. Melalui garis ini, posisi total skor dapat disajikan secara terukur sehingga memudahkan dalam memahami kategori penilaian yang diberikan. Adapun garis kontinum tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
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33,33%   TB            55,56%            CB           77,78%            B          100%
Dari garis kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang sumber daya berada pada kategori Baik, yang ditunjukkan dari skor yang berada pada rentang 666–855. Total skor yang diperoleh adalah 677 dengan persentase sebesar 79,18%. Dengan demikian, pelaksanaan disposisi dalam program ini telah berjalan dengan Baik.
4. [bookmark: _Toc205388878][bookmark: _Toc205550336]Struktur Birokrasi
Yang di maksud dengan struktur birokrasi dalam penelitian ini ialah merujuk pada sistem organisasi dan prosedur yang berlaku dalam implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.   Untuk melihat Struktur Birokrasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya Perencanaan program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan yang selaras dengan sasaran strategis daerah.
Yang dimaksud dengan adanya perencanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang selaras dengan sasaran strategis daerah yaitu penyusunan kegiatan program dilakukan berdasarkan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD atau Renstra, sehingga pelaksanaan program memiliki dasar yang kuat dan terarah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
b. Adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
Yang dimaksud dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yaitu keberadaan pedoman atau acuan kerja yang mengatur setiap langkah pelaksanaan kegiatan secara sistematis, guna menjamin konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kepemudaan.
c. Adanya Mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
Yang dimaksud dengan adanya mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yaitu adanya sistem pengendalian dan pemantauan terhadap jalannya program, baik secara internal maupun eksternal, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Struktur Birokrasi dalam implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.7
Tanggapan Responden Tentang Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	Skor
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya Perencanaan program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan yang selaras dengan sasaran strategis daerah
	Frekuensi
	47
	38
	10
	95

	
	
	Skor
	141
	76
	10
	227

	2
	Adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
	Frekuensi
	52
	38
	5
	95

	
	
	Skor
	156
	76
	5
	237

	3
	Adanya Mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
	Frekuensi
	43
	38
	14
	95

	
	
	Skor
	129
	76
	14
	219

	Total
	Frekuensi
	568
	342
	44
	954

	
	Persentase
(%)
	59,53%
	35,84%
	4,61%
	100%

	
	Skor
	426
	228
	29
	683


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.7 di atas yang menggambarkan pendapat responden mengenai struktur birokrasi dalam menjalankan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Terdapat tiga sub indikator yang di analisis. Sub indikator pertama yaitu adanya perencanaan program yang selaras dengan sasaran strategis daerah menunjukkan bahwa dari 95 responden, sebanyak 47 orang menilai Baik, 38 orang Cukup Baik, dan 10 orang menilai Tidak Baik, dengan total skor 227. 
Selanjutnya, pada sub indikator kedua yakni adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program, terdapat 52 responden yang memberikan penilaian Baik, 38 Cukup Baik, dan hanya 5 responden yang menilai Tidak Baik. Dengan total skor 237.
Sementara itu, sub indikator ketiga menyoroti adanya mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program, yang dinilai oleh 43 responden sebagai Baik, 38 responden Cukup Baik, dan 14 responden menilai Tidak Baik, dengan total skor 219.
Dari 954 total frekuensi penilaian, sebanyak 568 tanggapan (59,53%) berada dalam kategori Baik, 342 tanggapan (35,84%) dalam kategori Cukup Baik, dan 44 tanggapan (4,61%) dalam kategori Tidak Baik. Jumlah skor total dari semua sub indikator adalah 683. 
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi responden terhadap struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dilakukan analisis berdasarkan tanggapan responden terhadap tiga sub indikator. Hasil dari tanggapan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk diagram persentase guna mempermudah pemahaman mengenai sejauh mana struktur birokrasi telah berjalan secara efektif dalam mendukung keberhasilan program. Adapun persentase frekuensi tanggapan responden terhadap indikator struktur birokrasi dapat dilihat melalui diagram berikut ini:


Diagram V.4
Persentase Frekuensi Responden Tentang Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
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Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa dari 95 responden, terdapat 59,53% menilai Struktur Birokrasi sebagai Baik, sedangkan 35,84%  menilai Cukup Baik dan 4,61%  yang menilai Tidak Baik. Secara keseluruhan, total skor untuk tanggapan responden tentang Struktur Birokrasi adalah 683 dan berada pada kategori Baik. 
Untuk memperjelas hasil tanggapan responden terhadap indikator struktur birokrasi, digunakan garis kontinum. Melalui garis ini, posisi total skor dapat disajikan secara terukur sehingga memudahkan dalam memahami kategori penilaian yang diberikan. Adapun garis kontinum tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
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33,33%   TB            55,56%            CB           77,78%            B          100%
Dari garis kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang sumber daya berada pada kategori Baik, yang ditunjukkan dari skor yang berada pada rentang 666–855. Total skor yang diperoleh adalah 683 dengan persentase sebesar 79,88%. Dengan demikian, pelaksanaan struktur birokrasi dalam program ini telah berjalan dengan Baik.
Berikutnya, untuk mengetahui gambaran umum mengenai tanggapan responden terhadap implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahrga dan Pariwisata Kota Dumai, maka dilakukan rekapitulasi terhadap masing-masing indikator yang telah dianalisis sebelumnya. Adapun hasil rekapitulasi dapat dilihat pada Tabel V.8 berikut ini:






Tabel V.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
	No
	Indikator
	Frekuensi/
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	Skor
	B
	CB
	TB
	

	1
	Komunikasi
	Frekuensi
	142
	92
	51
	285

	
	
	Skor
	426
	184
	51
	661

	2
	Sumber Daya
	Frekuensi
	116
	97
	72
	285

	
	
	Skor
	348
	194
	72
	614

	3
	Disposisi
	Frekuensi
	140
	112
	33
	285

	
	
	Skor
	420
	224
	33
	677

	4
	Struktur Birokrasi
	Frekuensi
	142
	114
	29
	285

	
	
	Skor
	426
	228
	29
	683

	Total
	Frekuensi
	540
	415
	185
	1140

	
	Persentase
(%)
	47,36%
	36,40%
	16,22%
	      100%

	
	Skor
	1620
	830
	185
	2.635


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel V.8, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai mencerminkan persepsi atas empat indikator utama, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Masing-masing indikator terdiri dari tiga sub indikator, sehingga secara keseluruhan terdapat 12 pernyataan yang dinilai oleh 95 orang responden, menghasilkan total 1.140 frekuensi tanggapan. Setiap pernyataan dikategorikan ke dalam tiga tingkat penilaian, yaitu Baik (B), Cukup Baik (CB), dan Tidak Baik (TB).
Pada indikator Komunikasi, tercatat sebanyak 142 tanggapan berada dalam kategori Baik, 92 tanggapan dalam kategori Cukup Baik, dan 51 tanggapan dalam kategori Tidak Baik, dengan total skor 661. Sementara itu, pada indikator Sumber Daya, terdapat 116 tanggapan dalam kategori Baik, 97 dalam Cukup Baik, dan 72 dalam Tidak Baik, dengan total skor 614. Indikator Disposisi memperoleh 140 tanggapan Baik, 112 Cukup Baik, dan 33 Tidak Baik, menghasilkan skor tertinggi kedua sebesar 677. Sedangkan indikator Struktur Birokrasi mencatatkan jumlah tanggapan Baik terbanyak, yaitu 142, dengan 114 tanggapan Cukup Baik, dan hanya 29 tanggapan Tidak Baik, dengan skor total tertinggi yaitu 683.
Secara keseluruhan, dari total 1.140 frekuensi tanggapan, sebanyak 540 tanggapan (47,36%) berada dalam kategori Baik, 415 tanggapan (36,40%) dalam kategori Cukup Baik, dan 185 tanggapan (16,22%) dalam kategori Tidak Baik. Total skor keseluruhan dari keempat indikator adalah 2.635.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai akumulasi persentase frekuensi tanggapan responden terhadap keempat Indikator dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dapat dilihat melalui penyajian dalam Diagram V.5 berikut ini.






Diagram V.5
Persentase Frekuensi Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Analisis Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga  dan Pariwisata Kota Dumai
[image: ][image: ]
Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan indikator Analisis Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, 47,36% menilai Baik, 36,40% menilai Cukup Baik dan 16,22% menilai Tidak Baik. 
Untuk memperjelas hasil rekapitulasi tanggapan responden Analisis Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, digunakan garis kontinum. Melalui garis ini, posisi total skor dapat disajikan secara terukur sehingga memudahkan dalam memahami kategori penilaian yang diberikan. Adapun garis kontinum tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
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33,33%   TB            55,56%            CB           77,78%            B          100%
Berdasarkan garis kontinum diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Dari tanggapan 95 responden dapat dikategorikan Cukup Baik. Hal ini di tunjukkan dari perolehan skor sebesar 2.635 yang berada pada rentang skor 1.900 - 2.660 dengan persentase 77,04%. Dengan capaian tersebut, implementasi program dinilai telah berjalan Cukup Baik.
C. [bookmark: _Toc205550337]Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Analisis Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas generasi muda, baik dari segi keterampilan, partisipasi, maupun kesiapan menghadapi tantangan global. Pelaksanaan program ini hendaknya dilakukan secara terarah dan terukur, agar tujuan pembangunan kepemudaan dapat tercapai secara optimal.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa implementasi program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dikategorikan dalam kategori Cukup Baik (CB). Hal ini ditunjukkan oleh jumlah total skor sebesar 2.635, yang berada dalam rentang skor 1.900–2.660, dengan persentase capaian 77,04%.
Namun demikian, jika mengacu pada hasil pengukuran setiap indikator secara individual, masih terdapat beberapa tanggapan responden yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya mencapai nilai maksimal. Oleh karena itu, untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua, penulis menuangkan faktor pendukung dan faktor penghambat terkait implementasi program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, sebagai berikut:
1. [bookmark: _Toc205388880][bookmark: _Toc205550338]Faktor Pendukung
Adapun yang menjadi faktor pendukung Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Yaitu:
a. Struktur Birokrasi, hal ini dapat dilihat dari pembagian tugas yang jelas dalam bidang kepemudaan serta perencanaan program yang selaras dengan sasaran strategis daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Dumai. Prosedur pelaksanaan program juga telah dijalankan berdasarkan aturan internal dinas, yang memungkinkan koordinasi antar pegawai berjalan dengan baik. Kejelasan alur kerja dan koordinasi internal yang cukup efektif mendukung kelancaran pelaksanaan program.
b. Disposisi, hal ini dapat dilihat dari sikap pelaksana program yang menunjukkan komitmen tinggi dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kepemudaan. Pelaksana juga memiliki kesamaan persepsi dengan peserta program mengenai pentingnya peningkatan kapasitas dan daya saing generasi muda. Selain itu, pelaksana juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap jalannya program untuk perbaikan pada kegiatan selanjutnya.
2. [bookmark: _Toc205388881][bookmark: _Toc205550339]Faktor Penghambat
Adapun yang menjadi faktor penghambat Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Yaitu:
a. Sumber Daya, hal ini dapat dilihat dari keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan program, seperti tidak tersedianya gedung pembinaan kepemudaan serta perlengkapan kegiatan yang memadai. Selain itu, jumlah pegawai yang menangani program hanya sembilan orang dan sebagian merangkap tugas lain, sehingga mengakibatkan beban kerja meningkat dan pelaksanaan kegiatan menjadi terganggu. Keterbatasan ini menyebabkan tidak semua kegiatan dapat terlaksana dengan optimal dan menjangkau seluruh sasaran pemuda secara merata.
b. Komunikasi, hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya penyebaran informasi terkait kegiatan kepemudaan yang hanya dilakukan melalui grup WhatsApp ketua organisasi kepemudaan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua pemuda mengetahui keberadaan program, khususnya mereka yang tidak tergabung dalam organisasi tertentu. Selain itu, media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal dan website resmi Dinas tidak diperbarui sejak tahun 2021, sehingga tidak dapat menjadi rujukan informasi yang aktual bagi kalangan pemuda. Kurangnya penyampaian informasi yang menyeluruh ini menghambat partisipasi luas dari pemuda Kota Dumai.

[bookmark: _Toc205550340]BAB VI
KESIMPULAN
Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil temuan atas penelitian yang telah penulis lakukan terhadap permasalahan yang diteliti dan memberikan beberapa saran sehubungan dengan hasil penelitian penulis.
A. [bookmark: _Toc205550342]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat disimpulkan:
1. Implementasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam membina, memberdayakan, dan meningkatkan kualitas generasi muda agar memiliki daya saing di berbagai bidang, baik lokal maupun nasional. Untuk mengukur keberhasilan implementasinya, penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III dalam (Raviansyah et al, 2022) yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari ke empat indikator tersebut, ditemukan bahwa implementasi program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh sasaran kepemudaan. Hal ini terbukti dari hasil rekapitulasi nilai total skor yang diperoleh dari 95 responden sebesar 2.635, yang berada dalam interval 1.901 – 2.660 dengan persentase 77,04%, sehingga dikategorikan “Cukup Baik”.
2. Faktor pendukung dalam Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai meliputi aspek Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari sisi disposisi, pelaksana program menunjukkan komitmen dan tanggung jawab tinggi serta memiliki persepsi yang sama dengan peserta program tentang pentingnya peningkatkan kapasitas pemuda. Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, pembagian tugas yang jelas dan perencanaan program yang sejalan dengan sasaran strategis daerah turut mendukung efektivitas koordinasi internal dan kelancaran pelaksana program secara menyeluruh. 
3. Faktor penghambat dalam Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai terletak pada aspek Komunikasi dan Sumber Daya. Dari sisi komunikasi, keterbatasan penyebaran informasi melalui media sosial dan grup Whattsapp serta tidak diperbaruinya website resmi dinas sejak tahun 2021 menyebabkan kurangnya jangkauan informasi kepada seluruh pemuda. Sementara itu, dari sisi sumber daya, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, serta jumlah pegawai yang minim, turut menghambat efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan di kalangan pemuda Kota Dumai.

B. [bookmark: _Toc205550343]Saran
Adapun saran yang penulis berikan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan adalah:
1. Disarankan kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai melalui Bidang Kepemudaan untuk lebih meningkatkan penyebaran informasi mengenai Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan cara memanfaatkan media sosial secara aktif, melakukan pembaruan website secara berkala, serta menyusun sistem informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh pemuda secara merata. Hal ini bertujuan agar informasi tidak hanya tersampaikan pada kalangan tertentu, tetapi juga menjangkau seluruh pemuda di Kota Dumai yang berpotensi untuk mengikuti program.
2. Disarankan kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai melalui Bidang Kepemudaan untuk lebih memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, seperti penyediaan gedung pembinaan pemuda serta peralatan pelatihan yang memadai, Selain itu, juga disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada stakeholder serta peserta sebagai bentuk transparansi dan umpan balik untuk perbaikan program ke depannya. 
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